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ABSTRAKSI 

 

 

Setyo Wahyu Sulistyono, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, 2015. Analisis Peran Karakter Sosial-Ekonomi Sebagai Pendorong Menjadi 
TKI Studi Kasus Di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Ketua Pembimbing: Prof. Dr. 

M. Pudjihardjo, SE., MS, Komisi Pembimbing: Dr. Rahmad Kresna Sakti, SE., ME. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis, (i) untuk mengetahui peran 

karakter sosial-ekonomi sebagai pendorong seseorang menjadi TKI di Kecamatan Selorejo 
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan (ii) untuk mengetahui makna migrasi ke luar negeri  
bagi TKI di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. 

Objek penelitian ini, kondisi nyata terkait gejala yang timbul di masyarakat sebagaimana 
karakter sosial ekonomi sebagai pendorong seorang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di 
Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Subyek penelitian ini meliputi, mantan pelaku migrasi 
Internasional (TKI), pihak-pihak lain yang diharapkan dapat memberikan data yang 
sebagaimana nantinya digunakan sebagai validitas data antara lain PJTKI, pejabat 
Kecamatan, dan pejabat Kelurahan.  

Metode pengumpulan data,  untuk memperoleh data primer, sebagai tahap pertama, 
peneliti datang ke Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar sebagai situs penelitian sehingga 
peneliti dapat mengamati keadaan dan situasi di lokasi tersebut, tahap kedua, melalui proses 
wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan melalui teknik utama 
pengumpulan data dengan metode pertanyaan terstruktur hingga informasi bersifat jenuh, 
dan tahap ketiga, pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait, dimana dokumen-dokumen 
yang mendukung hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan terbagi menjadi tiga 
tahap, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan atau 
verifikasi dengan menguji  validitas data melalui triiangulasi data.  

Hasil penelitian menurut karakter sosial dan karakter ekonomi TKI di Kecamatan Selorejo, 
dilihat dari karakter sosial yang menjadi temuan meliputi: (i) motivasi individu melakukan 
migrasi menjadi TKI karena jaringan migran yang kuat sebagai salah satu bentuk jaringan 
sosial yang memiliki peranan penting bagi seseorang menjadi TKI serta berkaitan dengan 
jaringan wilayah yang menjadi daya tarik TKI; (ii) motivasi individu menjadi menjadi TKI 
dikarenakan adanya investasi non fisik, dalam hal ini pendidikan anak; (iii) adanya fenomena 
penyimpangan sosial TKI dimana seharusnya pergi menjadi TKI untuk meningkatkan 
kesejahteraan, namun halnya yang terjadi adanya kasus perceraian dalam keluarga, hal ini 
sebagai akibat tidak dapat memaknai keberangkatan menjadi TKI. Kemudian, temuan 
berkaitan dengan karakter ekonomi, antara lain meliputi: (i) Ditengah sulitnya kesempatan 
bekerja di daerah asal sehingga mendorong seseorang berkeinginan pergi ke luar negeri 
unruk memperoleh pekerjaan; (ii) Dengan pendapatan yang relatif kecil, menjadikan motivasi 
bagi seseorang berangkat menjadi TKI; (iii) Keinginan penguatan dalam sisi permodalan 
sebagai upaya untuk pengembangan usaha;   

Makna Migrasi bagi TKI masyarakat Kecamatan Selorejo, di tengah sulitnya kesempatan 
bekerja di daerah asal, dengan memiliki tanggungan keluarga yang tinggi, pendapatan yang 
relatif kecil, impian individu memiliki investasi fisik dan non fisik, mengumpulkan modal 
usaha, tidak dapat dipungkiri bermigrasi menjadi seorang TKI sebagai alternatif untuk 
merubah kehidupan TKI Kecamatan Selorejo yang lebih baik dari sisi karakter sosial 
ekonomi. Keberhasilan TKI Kecamatan Selorejo dapat dilihat setelah kepulangan menjadi 
TKI dapat memberikan multiplier effect yang positif berupa penyerapan tenaga kerja 
lingkungan sekitar di daerah asal TKI, dengan jenis pekerjaan TKI sebagai wiraswasta yang 
mandiri. 

 
Kata kunci : Karakter Sosial, Karakter Ekonomi, Makna Migrasi 
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ABSTRACT 

 
 
 Setyo Wahyu Sulistyono, Graduate School of Economics and Business, University of 
Brawijaya, 2015. Role Character Analysis Socioeconomic As Pusher Being TKI Case Study 
In District Selorejo Blitar. Chairman Advisor: Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS, of the 
Advisory Committee: Dr. Rahmat Kresna Sakti, SE., ME. 
 This study aims to assess the theoretically, (i) to determine the socio-economic 
character role as a driver of a person is a migrant worker in the District Selorejo Blitar of East 
Java province and (ii) to determine the meaning of international migration for workers in the 
district of Blitar Selorejo Province East Java. 
 The object of this research, the real conditions related symptoms that arise in 
society as well as socio-economic character as a driver of into Indonesian Workers in District 
Selorejo Blitar. The subjects of this study included the former offender International migration 
(TKI), others are expected to provide the data as it will be used as the validity of datainclude 
the recruitment agency (PJTKI), officials of the District, and village officials. 
 Data collection methods, to obtain primary data, as a first stage, the researchers 
came to the District Selorejo Blitar as study site so that researchers can observe the 
circumstances and the situation at the site, the second stage, through the process of in-depth 
interviews and direct observation in the field through the main techniques of collecting the 
data by the method of structured questions until the information is saturated, and the third 
phase, the collection of relevant documents, which documents that support the research. The 
analytical method used is divided into three stages, namely stage data reduction, data 
presentation stage, the stage of conclusion or verification to test the validity of the data 
through the data triiangulasi. 
 Results of the study according to the character of social and economic character of 
migrant workers in the District Selorejo, seen from a social character of the findings include: 
(i) the individual's motivation to migrate become migrant workers because of the strong 
migrant networks as one form of social networks have an important role for a person is a 
migrant worker as well as with regard to the network region is the main attraction of migrant 
workers; (Ii) an individual becomes a migrant worker motivation due to the non-physical 
investments, in this case the education of children; (Iii) the existence of the phenomenon of 
social deviation TKI where it should go into improving the welfare of migrant workers, but it is 
the case for divorce in the family, it may not make sense as a result of the departure of a 
migrant worker. Then, the findings with regard to economic character, among others, include: 
(i) In the middle of difficulty of the opportunity to work in the area of origin prompting one 
wishes to go abroad unruk get a job; (Ii) With a relatively small income, making the motivation 
for someone to leave a migrant worker; (Iii) The desire to strengthen the capital side in a bid 
to business development 
 Migration meaning for TKI Selorejo District of society, in the middle of difficulty of 
the opportunity to work in the area of origin, to have a family burden is high, incomes are 
relatively small, the dream of an individual has the physical and non-physical investments, 
collecting venture capital, there is no doubt migrate into a migrant worker as TKI alternative to 
changing the lives of the District Selorejo better than the socio-economic character. The 
success of TKI District of Selorejo can be seen after the return of a migrant worker can 
provide a positive multiplier effect in the form of employment environment in the area of origin 
of migrant workers, with employment of migrant workers as an independent entrepreneur. 
 
 
 Keywords: Social Character, Character Economic, meaning Migration 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Secara makro, krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia 

membawa dampak luas, terutama pada permintaan dan penawaran agregat 

yang nantinya akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Menurut  

Purwanti (2009),  dampak pada penawaran agregat dapat dilihat pada pasar 

tenaga kerja, dampak tersebut antara lain: (a) jumlah dan persentase tenaga 

kerja di sektor formal yang beberapa terdiri dari sektor industri dan jasa yang 

menurun, (b) tingkat pengangguran penuh dan setengah pengangguran yang 

meningkat, dan (c) tingkat ketergantungan pada sektor informal yang semakin 

besar.  

 Perbaikan beberapa indikator makro ekonomi yang di alami oleh Indonesia 

ternyata belum diikuti oleh terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan yang 

lebih baik, terutama di sektor formal. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat 

pengangguran dan besarnya jumlah pekerja di sektor informal yang relatif 

berpenghasilan rendah di bandingkan dengan sektor formal, serta kurangnya 

perlindungan dan kejelasan masa depan setiap tenaga kerja. Selain itu sektor 

jasa di anggap sebagai bentuk final dari pembangunan suatu negara, ketika 

suatu negara tersebut telah memanfaatkan sektor jasa sebagai sektor penopang 

kehidupannya maka dapat dikatakan negara tersebut telah mengalami kemajuan 

dalam struktur kehidupannya. Potensi inilah yang nantinya akan menjadi 

fenomena ketersediaan tenaga kerja, fenomena lain yang lebih global yang 

terjadi pada sebagian besar negara di dunia adalah migrasi Internasional dalam 

hal ini perpindahan tenaga kerja Internasional yang dialami oleh sumber daya 
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manusia Indonesia yang disebut sebagai TKI dimana Tenaga kerja Indonesia 

atau TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk 

bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah. Para TKI bekerja dalam dua sektor yaitu formal dan informal. 

Fenomena ini terus berkembang seiring dengan pola hubungan yang terjalin 

antar negara pengirim dan penerima tenaga kerja Internasiona. Ketika seseorang 

menjadi TKI secara linier telah melakukan migrasi. 

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja 

di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasam perusahaan 

jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki 

maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, 

keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di 

luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian kerja.  

 Pada tabel 1.1 akan di terangkan mengenai 25 negara terbesar 

penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia yang akan terlihat komposisi 

wilayah negara tujuan tenaga kerja Indonesia di tahun 2011 sampai dengan 

2013. 
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Tabel 1.1. 
25 Negara Terbesar Penempatan Tenaga Kerja 

 Luar Negeri Indonesia Periode Tahun 2011 Sampai 2013 
 

No Daerah Asal 2011 2012 2013 

1 Malaysia 134.120 134.023 150.236 

2 Taiwan 78.865 81.071 83.544 

3 Saudi Arabia 37.835 40.655 45.394 

4 Uae 39.917 35.571 44.505 

5 Hongkong 50.301 45.478 41.769 

6 Singapore 47.786 41.556 34.655 

7 Qatar 16.616 20.380 16.237 

8 Korea Selatan 11.392 13.593 15.374 

9 United States 13.749 15.353 15.021 

10 Brunei Darussalam 10.804 13.146 11.269 

11 Oman 7.306 8.836 10.719 

12 Bahrain 4.379 6.328 5.384 

13 Italy 3.408 3.691 3.746 

14 Japan 2.508 3.293 3.042 

15 Kuwait 2.723 2.518 2.534 

16 China 1.072 1.967 2.055 

17 Turkey 1.016 1.209 1.518 

18 Spain 1.484 1.746 1.417 

19 Netherlands 592 798 1.176 

20 Germany 299 697 1.168 

21 Thailand 1.113 1.035 1.041 

22 Mauritus 478 982 1.017 

23 Australia 526 945 1.012 

24 South Africa 1.272 1.388 905 

25 Fiji Islands 556 970 848 

26 Lainnya 59.059 24.005 16.582 

 
Total 586.802 494.609 512.168 

   Sumber Data : Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi       
   (PUSLITFO BNP2TKI) 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat menjelaskan 25 negara terbesar yang 

tersebar di berbagai negara  sebagai daerah tujuan dan penempatan tenaga 

kerja Indonesia, hubungan antar negara tujuan dengan negara asal TKI akan 

menjadi tolak ukur ketersediaan kesempatan keberangkatan calon TKI, peringkat 

pertama negara terbesar sebagai penempatan TKI terdapat di negara Malaysia 

dengan jumlah TKI di tahun 2011 mencapai 134.120 jiwa, dan di tahun 2012 

mencapai jumlah 134.023 jiwa, sedangkan di tahun 2013 mencapai jumlah  

150.236 jiwa. Peringkat ke dua di ikuti oleh negara Taiwan sebagai negara tujuan  
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dalam hal penempatan TKI dengan jumlah di tahun 2011 mencapai 78.865 jiwa , 

di tahun 2012 mencapai 81.071 jiwa, dan sedangkan di tahun 2013 jumlah 

penempatan bertambaah menjadi 83.544 jiwa . Selanjutnya negara Saudi Arabia 

menempati posisi ketiga dengan jumlah TKI dan penempatan di tahun 2011 

berjumlah 137.835 jiwa ,sedangkan pada tahun 2012 berjumlah 40.655 jiwa, di 

tahun 2013 mengalami peningkatan sekitar empat ribu jiwa menjadi 45.394 jiwa 

diikuti oleh negara UAE atau yang kita kenal Uni Emirat Arab dengan jumlah 

penduduk  mencapai delapan ribu jiwa dengan perekonomian yang ditopang oleh 

kekayaan alam bawah tanahnya dimana pengeluaran migas sebesar 33% dari 

GDP negara tersebut di tahun 2011 penempatan TKI mencapai 39.917 jiwa, 

namun  di tahun 2012 mengalami penurunan penempatan TKI sebesar 35.571 

jiwa, dan kembali mengalami lonjakan di tahun 2013 dengan jumlah yang cukup 

besar mencapai 44.505 jiwa. Dan di posisi selanjutnya di ikuti oleh Hongkong 

dan Singapore dengan penampatan TKI berkisar empat puluh ribu jiwa.  

Mengacu pada data di atas kebijakan tenaga kerja regional  di setiap 

negara mengarahkan pada pelaksanaan pembangunan setiap negara agar dapat 

memanfaatkan potensi atau keunggulan nagara  masing-masing, dan 

mendorong pengembangan jumlah dan meningkatkan mutu sumber daya 

setempat maupun sumber daya yang belum terolah bagi negara-negara yang 

kekurangan tenaga kerja dan bertujuan memperluas lapangan kerja produktif.   

Selain itu kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya  sangat 

perlu diperhatikan, sebagai suatu tolak ukur produktifitas dalam dunia 

pekerjaannya. Menurut Sumarsono (2009)  pasar tenaga kerja akan 

membutuhkan bentuk individu yang layak untuk bekerja antara lain.; (1) Pegawai 

atau karyawan umumnya mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang 

tinggi. (2) Disiplin kerja yang tinggi. (3) Produktifitas kerja yang tinggi  Dan (4)  

Memiliki etos kerja yang tinggi. Namun terkadang penempatan angkatan kerja 
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dapat berpindah dikarenakan keinginan dari angkatan kerja sebagai penyedia 

tenaga kerja dan lapangan tenaga kerja sebagai permintaan tenaga kerja, serta 

perlu adanya keseimbangan dari kedua hal tersebut, sehingga akan timbulnya 

pemerataan pembangunan nasional, berdasarkan data Pusat Penelitian dan  

Pengembangan dan Informasi  (PUSLITFO BNP2TKI) memaparkan 25 Negara 

jabaran terbesar tenaga kerja luar Negeri Indonesia dengan 20 jabatan 

pekerjaan di luar negeri    yang akan dijelaskan pada  Tabel 1.2 

Tabel 1.2. 
Jabatan Terbesar Tenaga Kerja Luar Negeri  

Indonesia Periode Tahun 2011  s.d  2013 
 

No Jabatan 2011 2012 2013 

1 Dosmetic Worker 267.231 164.981 168.318 

2 Plantation Worker 39.662 36.478 47.598 

3 Operator 40.847 40.347 46.799 

4 Care Taker 48.492 51.474 45.751 

5 Construction Worker 5.625 11.141 15.580 

6 General Worker 8.364 8.488 13.834 

7 Deckhand  4.509 12.283 11.249 

8 Worker (Man) 33.398 17.030 9.249 

9 Able Body Seaman 4.777 7.796 8.719 

10 Housekeepers  14.643 16.006 8.301 

11 Operator Production 1 1.913 5.856 

12 Labour  17.098 19.493 5.854 

13 Fisherman  4.371 5.231 5.559 

14 Driver  0 974 4.746 

15 Production Operator 3.745 5.163 4.664 

16 Gardener  2.018 2.580 3.831 

17 Worker  1.195 2.131 3.793 

18 Agricultural Labour 6.814 3.201 3.604 

19 Waiter  4.733 4.144 3.153 

20 Engineer 2.339 2.939 3.115 

21 Lainnya  76.980 80.834 92.595 

 
Total 586.802 494.609 512.168 

  Sumber Data : Pusat Penelitian Pengembangan dan 
  Informasi (PUSLITFO BNP2TKI) 
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Berdasarkan data yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Informasi 

(PUSLITFO BNP2TKI) di tabel 1.2 menyatakan dari 25 Negara terbesar tujuan 

tenaga kerja Indonesia berdasarkan jabatan bekerja periode tahun 2011 sampai 

tahun 2013 dengan catatan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri bekerja 

dengan kurang lebih 600 jabatan . Jumlah pekerja di tahun 2011 terbesar bekerja 

sebagai dosmetic worker dengan jumlah 267.231 orang,  dan diikuti oleh kurang 

lebih dari 600 jabatan lainnya sejumlah 76.980 orang, selanjutnya sebagian 

besar tenaga kerja Indonesia bekerja sebagai care taker dengan jumlah 48.492 

orang, sedangkan di tahun 2011 jumlah tenaga kerja Indonesia tidak ada yang 

bekerja sebagai driver. 

Berdasarkan jabatan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia  periode 

tahun 2012 dari jumlah tenaga kerja 494.609 terdapat 164.981 orang yang 

bekerja sebagai dosmetic worker,  dan diikuti oleh kurang lebih dari 600 jabatan 

lainnya sejumlah 80.834 orang, selanjutnya sebagian besar tenaga kerja 

Indonesia bekerja sebagai care taker dengan jumlah 51.474 orang, sedangkan di 

tahun 2012 hanya sedikit dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai driver 

dengan jumlah 974 orang. 

Berdasarkan jabatan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia  periode 

tahun 2013 dari jumlah tenaga kerja 512.168 orang terdapat 168.318 orang yang 

bekerja sebagai dosmetic worker, dan diikuti oleh tenaga kerja bekerja di luar 

jabatan yang disebutkan  lainnya sejumlah 92.595 orang, selanjutnya sebagian 

besar tenaga kerja Indonesia, lambat laun terjadi perubahan struktur jabatan 

dalam bekerja di luar negeri, di tahun 2013 mulai banyak tenaga kerja bekerja 

dalam jabatan plantation worker dengan jumlah 47.598 orang, dan di tahun 2013 

jabatan yang memiliki nilai yang rendah bekerja sebagai engineer dengan jumlah 

3.115 hal ini menyatakan secara agregat terjadi pemerataan terhadap 20 pilihan 

jabatan  pekerjaan tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri. 
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Seperti pemaparan di atas ketika menjadi TKI secara linier seorang  

melakukan migrasi, menurut Todaro (1994) menyatakan migrasi merupakan 

suatu proses yang selektif yang mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri 

ekonomi, sosial, pendidikan  dan demografi tertentu, sehingga pengaruhnya 

terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu 

juga bervariasi. Terjadinya perpindahan penduduk biasanya disebabkan karena 

tigginya upah  atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Dengan 

kata lain tujuan utama migrasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup migrant 

dan anggota keluarga, sehingga masalah migrasi masih dipandang sebagai 

suatu hal yang positif dalam pembangunan. 

Menurut Zhao (2003) terdapat empat karakter pendorong seorang 

melakukan migrasi dalam penulisan ini dianalogikan proses menjadi TKI yaitu 

karakter individu, karakter rumah tangga, karakter wilayah, dan jaringan migran. 

Adapun yang termasuk karakter individu adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, 

dan status kawin.Berdasarkan data yang bersumber dari Pusat Penelitian dan 

Informasi (PUSLITFO BNP2TKI) dalam tabel 1.3 yang akan menjelaskan 

penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia berdasarkan status perkawinan, 

dimana dengan status perkawinan memberi informasi terkait dorongan atas 

kebutuhan hidup yang nantinya akan didorong dengan  tanggung jawab keluarga 

TKI terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang terdiri dari suami, istri 

dan anggota keluarga lainnya. 
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Tabel 1.3 
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia 

Berdasarkan Status Perkawinan Periode Tahun 2011 s.d 2013 
 

No 
Status 

Perkawinan 

2011 2012 2013 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Menikah 379.366 64.65 300.030 60.66 309.427 60.42 

2 Cerai 41.451 7.06 36.228 7.32 43.883 8.57 

3 
Belum 
Menikah 

165.985 28.29 158.351 32.02 158.858 31.02 

Total 586.802 100.00 494.609 100.00 512.168 100.00 

Sumber Data : Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO 
BNP2TKI) 
 
 

 Berdasarkan informasi yang diterima dari tabel 1.3, dari tahun 2011 

hingga 2013, TKI dengan status menikah mengalami penurunan, hal ini menjadi 

informasi bahwa banyak TKI yang belum menikah sudah menjadi penopang 

dalam kehidupan keluarga, tabel 1.3 menjelaskan penempatan tenaga kerja luar 

negeri Indonesia  berdasarkan status perkawinan  tahun 2011 sampai tahun 

2013,  dimana jumlah tenaga kerja Indonesia dengan status perkawinan menikah 

mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Di tahun 2011 jumlah 

tenaga kerja Indonesai dengan status menikah berjumlah 379.366  dengan 

prosentase 64,65% dari total 586.802 orang. Di tahun 2012 mengalami 

penurunan dengan jumlah 300.030 orang, selanjutnya di tahun 2013 terus 

mengalami penurunan hingga di angka 309.427 orang. 

Menjadi TKI tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan 

permasalahan baru dalam rumah tangga yaitu tingkat perceraian TKI, tenaga 

kerja luar negeri Indonesia dengan status perkawinan cerai di tahun 2011 

berjumlah 41.451 orang,  di tahun 2012 jumlah tenaga kerja Indonesia dengan 

status perkawinan cerai   berjumlah 36.228 orang, namun di tahun 2013 tenaga 

kerja luar negeri Indonesia dengan status cerai mengalami kenaikan di angka 

43.883 orang atau sekitar 8.57% dari total keseluruhan jumlah tenaga kerja 

Indonesia di tahun 2013. Tenaga kerja luar negeri Indonesia dengan status 
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perkawinan belum menikah  di tahun 2011 berjumlah 165.987 orang,  di tahun 

2012 jumlah tenaga kerja Indonesia dengan status perkawinan belum menikah   

berjumlah 158.351  orang, namun di tahun 2013 tenaga kerja luar negeri 

Indonesia dengan status belum menikah  mengalami kenaikan di angka 158.858 

orang atau sekitar  31.02%  dari total keseluruhan jumlah tenaga kerja Indonesia 

di tahun 2013.  

Selain status pernikahan seorang tenaga kerja, tingkat pendidikan juga 

sebagai pemicu seseorang melakukan migrasi terutama pada sekolah tingkat 

menengah, tetapi untuk tingkat SMU tidak memberikan kontribusi terhadap 

keputusan migrasi. Pada tabel 1.4 akan dijelaskan mengenai  penempatan 

tenaga kerja luar negeri Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan dalam periode 

tahun 2011 sampai dengan 2013, dimana dalam tabel tersebut akan menyajikan 

jumlah dan prosentase pendidikan yang dihubungkan dengan penempatan 

tenaga kerja Indonesia. 

Tabel 1.4 
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Periode Tahun 2011 s.d 2013 
 

No Pendidikan 
2011 2012 2013 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 
Pasca 
Sarjana 

819 0.14 440 0.09 352 0.07 

2 Sarjana 6.349 1.08 5.662 1.14 6.340 1.24 

3 Diploma 24.276 4.14 26.572 5.37 29.012 5.66 

4 SMU 104.37 17.79 119.714 24.20 124.825 24.37 

5 SMP 233.775 39.84 195.092 39.44 191.542 37.40 

6 SD 217.213 37.02 147.127 29.75 160.097 31.26 

Total 586.802 100.00 494.609 100.00 512.168 100.00 

Sumber Data : Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO 
BNP2TKI) 
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 Dari tabel 1.4 dapat diketahui mengenai  penempatan tenaga kerja luar 

negeri Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan dalam periode tahun 2011 

sampai dengan 2013, pada tahun 2011 dari jumlah total 586.802 orang, terdapat 

jumlah tenaga kerja terbesar dengan tingkat pendidikan lulus sekolah menengah 

pertama (SMP) dengan jumlah  233.775 orang atau sekitar 39,84% dari total 

tenaga kerja, diikuti oleh tenaga kerja dengan pendidikan sekolah dasar (SD) 

dan sekolah menengah umum (SMU) masing-masing sebesar 217.213 orang 

dan 10.43 orang. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan pasca sarjana 

menempati di jumlah terkecil sebesar 819 orang, atau sekitar 0,14% dari total.   

Pada tahun 2012 dari jumlah total 494.609 orang, terdapat jumlah tenaga 

kerja terbesar dengan tingkat pendidikan lulus sekolah menengah pertama 

(SMP) dengan jumlah  195.092orang atau sekitar 39.44% dari total tenaga kerja, 

diikuti oleh tenaga kerja dengan pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah 

menengah umum (SMU) masing-masing sebesar 147.127 orang dan 119.714 

orang. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan pasca sarjana menempati di 

jumlah terkecil sebesar 440 orang, atau sekitar 0,09% dari total. 

Sedangkan pada tahun 2013 dari jumlah total 512.168 orang, terdapat 

jumlah tenaga kerja terbesar dengan tingkat pendidikan lulus sekolah menengah 

pertama (SMP) dengan jumlah  191.542 orang atau sekitar 37.40% dari total 

tenaga kerja, diikuti oleh tenaga kerja dengan pendidikan sekolah dasar (SD) 

dan sekolah menengah umum (SMU) masing-masing sebesar 160.097 orang 

dan 124.825orang. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan pasca sarjana 

menempati di jumlah terkecil sebesar 352  orang, atau sekitar 0,07% dari total, 

pendidikan merupakan modal manusia terkait pengetahuan dalam menyikapi 

segala hal dan tingkat pengetahuan sebagai model para pekerja untuk menjadi 

TKI, dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mendorong pada 

proses pembangunan melalui kesempatan bekerja di luar negeri sebagai 
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program rencana pembangunan sebagai upaya pengiriman tenaga kerja ke luar 

negeri. 

Dalam program rencana pembangunan jangka panjang dan menengah 

2004-2009, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) dari hampir 700.000 orang pada Tahun 2006 menjadi 1 juta 

orang per tahun hingga Tahun 2009. Demikian pula target negara tujuan akan 

diperluas dari 11 negara menjadi 25 negara (Subkhan, 2007). Kebijakan 

penempatan tenaga kerja ke luar negeri tersebut memberikan dampak positif 

antara lain menambah devisa negara terutama daerah asal TKI dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Devisa dari TKI ini merupakan 

devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas. Selain dampak positif, pekerjaan 

sebagai TKI juga memiliki berbagai risiko. Saat ini terdapat 3,8 juta TKI yang 

bekerja di 27 negara penempatan. Sekitar 70 persen dari jumlah TKI itu adalah 

perempuan yang rentan terhadap masalah (Subkhan,2007). Menurut data 

Depnakertrans, sepanjang tahun 2006 kumulatif kasus TKI/TKW mencapai 1.091 

kasus dengan rincian kasus adalah gaji tak dibayar 371 kasus, pelecehan 

seksual 29 kasus, penganiayaan 88 kasus, kecelakaan kerja 29 kasus, PHK 140 

kasus, sakit 124 kasus, putus komunikasi 253 kasus, kriminal 12 kasus, dan 

gagal berangkat 45 kasus (Subkhan, 2007). 

. Pemaparan di atas menjelaskan kondisi TKI secara makro, sedikit 

bercerita terkait kondisi makro Indonesia, keseluruhan dampak makro  yang 

dialami oleh Indonesia, dirasakan pula secara regional dengan mencerminkan 

kelesuan pasar tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada 

gilirannya menyebabkan cenderung menurunnya pendapatan para pekerja.  

Secara bertahap hal tersebut akan menarik sejumlah angkatan kerja yang akan 

berkedudukan disetiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja migran. Untuk 

Kabupaten /Kota di Jawa Timur  sendiri memiliki tingkat pertumbuhan penduduk 
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yang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan banyak angkatan kerja yang siap 

untuk menepati lapangan pekerjaan yang disediakan oleh berbagai sektor yang 

tersedia, namun tidak sebagian besar dari total angkatan kerja yang di sediakan 

dalam pasar tenaga  mampu terserap baik dalam pasar tenaga kerja , hal itu 

diperlihatkan oleh gambar 1.1. 

Gambar 1.1 
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan dan Pekerja di 

Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 (Jutaan Orang) 
 

 

Sumber : Data diolah 2014 

Dalam gambar 1.1 di jelaskan gap antara angkatan kerja yang tersedia 

dalam pasar tenaga kerja dan pekerja yang terserap dalam permintaan tenaga 

kerja, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah angkatan kerja menunjukkan  

pergeseran kondisi dari tahun 2009 sampai tahun 2013, di mana dari tahun 2009 

ke tahun 2010 pekerja dan angkatan kerja sama-sama mengalami penurunan 

sekitar seribu juta orang dan naik kembali pada tahun 2011 hingga 2013. 

Pada gambar 1.1 terlihat jumlah angkatan kerja yang tidak terserap 

secara baik di permintaan tenaga kerja pada lapangan kerja formal, sehingga 

akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang 

akan menyerap angkatan kerja yang memiliki keahlian dan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. Bagi seseorang yang tidak memiliki keahlian atau pendidikan 
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yang tinggi maka mereka akan terserap ke sektor informal sehingga tingkat 

ketergantungan pada sektor informal semakin besar, sektor informal akan 

menyerap banyak tenaga kerja di pasar penyedia angkatan kerja, ketika sektor 

informal menjadi suatu pilihan penyedia lapangan kerja fenomena ini akan 

meningkatkan tambahan pada tenaga kerja sebesar marginal tenaga kerja 

namun akan menurunkan tingkat penerimaan yang dinilai rendah. 

 Dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur terdapat 5 

Kabupaten dan kota yang menjadi kantong pengiriman TKI di Jawa Timur dan 

hal tersebut menjadi modal dalam faktor produksi yang terserap ke negara lain 

yang akan di sajikan di tabel 1.5  

Tabel 1.5 
Kabupaten Kota Di Jawa Timur Sebagai Kantong Pengiriman TKI 

Tahun 2012 – 2013 
 

NO Kab/Kota 

Tahun Penempatan 

2012 2013 

L P Jumlah L P Jumlah 

1 Kab. Malang 997 7613 8610 917 4906 5823 

2 Kab. Blitar  1091 6434 7525 872 4307 5179 

3 Kab. Ponorogo 1194 6088 7282 876 4275 5151 

4 
Kabupaten 
Banyuwangi 

1.141 4.572 5.713 883 3.010 3.893 

5 
Kabupaten 
Tulungagung 

1.518 3.472 4.990 809 2.484 3.293 

Sumber :DisnakerTrans. JATIM 2014 

Tabel 1.5 menunjukkan terdapat beberapa kantong pengiriman TKI di 

Jawa Timur di antaranya Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab.Ponorogo, 

Kab.Banyuwangi dan Kab. Tulungagung, dan diantara ke lima kabupaten 

tersebut Kabupaten Blitar menempati posisi ke dua setelah malang sebagai 

daerah potensi dengan total TKI pria dan wanita di tahun 2012 sebesar 7525, 

dan mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 5179.  

Oleh sebab itu pembangunan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

sepenuhnya diarahkan  pada penciptaan lapangan pekerjaan baru yang akan 
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menampung jumlah angkatan kerja serta pemerataan dan optimalisasi 

pemberdayaan sumber daya manusia sebagai pekerja yang mampu bersaing 

dan berkualitas tinggi dalam pencapaian  permintaan lapangan pekerjaan.  

Menurut Sumarsono (2009) angkatan kerja termasuk golongan yang 

termasuk aktif dalam bidang ekonomi. Golongan ini terdiri dari penduduk 

angkatan kerja yang dianggap mewakili penawaran tenaga kerja yang dikenal 

dengan Supply of Labor. 

 TKI merupakan fenomena di negara berkembang dimana perpindahan 

penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat lain 

melampaui batas politik atau batas negara lain. Pada tataran yang lebih makro 

aktivitas ini sesungguhnya berada dalam satu frame dengan peta perubahan 

hubungan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. 

Dapat diketahui bahwa faktor pendorong dan penarik merupakan faktor utama 

yang menyebabkan migrasi TKI. Rata-rata migrasi TKI disebabkan oleh keadaan 

ekonomi di daerah asal yang sangat tidak mendukung. Oleh sebab itu, migrasi 

tersebut dijadikan harapan baru dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Migrasi meliputi migrasi internasional dan migrasi internal, migrasi internasional 

adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dan migrasi 

internal adalah perpindahan yang terjadi dalam satu negara misalnya 

perpindahan antar provinsi, antar daerah, migrasi pedesaan ke perkotaan, dan 

seterusnya. 

Secara umum hasil penelitian Zhao(2003) menunjukkan bahwa pria muda 

yang berasal dari keluarga yang mempunyai banyak anggota keluarga yang 

memiliki lahan yang sempit akan lebih banyak bermigrasi. Menurut teori new 

household economics, keputusan bermigrasi lebih menjadi pertimbangan rumah 

tangga daripada sebagai keputusan individu. 
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Sedangkan karakter pendorong jaringan migran berupa informasi yang 

dapat meringankan biaya migrasi untuk memudahkan proses migrasi. Hal ini 

dilakukan karenaa jaringan dapat memberi keuntungan dalam proses migrasi. 

Keuntungan tersebut antara lain yaitu,  jaringan dapat meringankan biaya migrasi 

dan mengurangi resiko ketidakpastian dalam melakukan migrasi.Jaringan ini 

dapat berupa informasi yang di sampaikan oleh para migran yang telah bekerja 

di luar negeri atau oleh agen PJTKI, dimana informasi tersebut dapat 

memfasilitasi calon migran baru dengan berbagai cara antara lain, memberikan 

informasi tentang proses migrasi itu sendiri, seperti melintasi perbatasan, 

memberi informasi tentang tujuan dan pekerjaan, dan membantu beradaptasi 

setelah kedatangan, dan bisa juga dengan membantu pembiayaan, serta dapat 

membantu TKI dalam mengata  si perbedaan budaya dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru.     

Akibat dari hal tersebut untuk memperbaiki ekonomi keluarga banyak 

penduduk di Indonesia menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan bekerja 

sebagai seorang TKI mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki 

perekonomian keluarga yang lebih baik di bandingkan dengan bertani dan 

berladang. Akibat arus transformasi lokasi ketenagakerjaan tersebut akan 

mempengaruhi struktur ekonomi, sosial dan demografi masyarakat secara 

meluas, hal ini yang menjadi ketertarikan dalam penelitian yang akan melihat 

tatanan secara kompleks mengenai perubahan struktur masyarakat Kabupaten 

Blitar yang kita  ketahui sebagai kantong dari tenaga kerja Indonesia, Kabupaten 

Blitar dapat kita ketahui sebagian besar penggerak ekonomi terdapat dalam 

bidang pertanian dengan banyaknya lahan pertanian dan perkebunan namun 

semakin berjalannya waktu merubah Kabupaten Blitar menjadi kantong 

pengiriman tenaga kerja Indonesia demi pencapaian taraf hidup yang lebih baik 
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dalam setiap masyarakat di daerah tersebut. Berikut adalah jumlah TKI yang 

berasal dari masing-masing Kecamatan Blitar tahun 2012. 

Tabel 1.6 
Jumlah Pemberangkatan TKI Ke Luar Negeri Asal Kabupaten Blitar Dari 

Masing-Masing Kecamatan Pada Tahun 2012 
 

No Kecamatan 

Jenis 
Kelamin Jumlah Prosentase(%) 

L P 

1 Garum 19 151 170 4.76 

2 Kanigoro 54 169 223 6.25 

3 Sanan Kulon 12 104  116 3.25 

4 Srengat 48 121 169 4.74 

5 Nglegok 76 139 215 6.03 

6 Ponggok 104 291 395 11.08 

7 Udanawu 39 80 119 3.33 

8 Wonodadi 24 74 98 2.74 

9 Wlingi 39 109 148 4.15 

10 Doko 28 57 85 2.38 

11 Kesamben 32 79 111 3.11 

12 Selorejo 26 80 106 2.97 

13 Gandusari 117 167 284 7.91 

14 Talun 33 202 235 6.59 

15 Sutojayan 45 124 169 4.74 

16 Binangun 16 70 86 2.41 

17 Panggungrejo 22 60 82 2.3 

18 Wates 20 64 84 2.35 

19 Kademangan 111 127 238 6.67 

20 Bakung 16 68 84 2.35 

21 Wonotirto 11 145 156 4.37 

22 Selopuro 12 179 191 5.35 

Jumlah 904 2660 3564 100 

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 

Dari data di atas, menggambarkan mengenai kondisi pemberangkatan TKI 

ke luar negeri asal kabupaten blitar dari masing-masing kecamatan pada tahun 

2012, dari data tabel 1.6  di atas diketahui Kabupaten Blitar memiliki potensi 

yang  cukup besar mengenai penyerapan tenaga kerja untuk menjadi Tenaga 

Kerja Indonesia sebesar 904 . Kecamatan dengan jumlah TKI keluar negeri 

terbesar terdapat di Kecamatan Ponggok dengan jumlah keberangkatan sebesar 

395orang dengan prosentase 11.08% sedangkan untuk keberangkatan TKI ke 

luar negeri jumlah terendah terdapat di Kecamatan Punggungrejo dengan jumlah 
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82 orang atau dengan prosentase 2.3%. Kabupaten Blitar sendiri memiliki 

potensi perekonomian yang cukup baik dengan luas tanah pertanian dan 

perkebunan yang cukup besar di masing-masing Kecamatan Blitar seharusnya 

potensi luas tanah tersebut mampu di manfaatkan baik oleh penduduk sekitar 

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blitar tersebut dalam hal penyerapan 

tenaga kerja domestik.  

Namun pada kondisinya masyarakat tertentu lebih memilih menjadi 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri dengan harapan sehingga mampu 

menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 

kecamatan, adapun sumber mata pencarian utama adalah sector pertanian, 

dengan jenis pekerjaan sebagai buruh tani merupakan jumlah dominan di antara 

jenis pekerjaan lainnya. Sektor unggulan utama di Kabupaten Blitar adalah 

petani tebu sedangkan pekerjaan lainnya di bidang peternakan, perdagangan, 

wiraswasta dan pegawai negeri sipil.   

Banyaknya penduduk yang bekerja di sector pertanian merupakan salah 

satu penyebab timbulnya kemiskinan. Timbulnya kemiskinan mempunyai 

hubungan yang saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih 

terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan, 

sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian 

dan menyebabkan pengangguran. Hal lain penyebab kemiskinan produktifitas 

pertanian yang rendah sehingga menyebabkan pendapatan rill masyarakat 

rendah yang signifikan akan mengakibatkan rendahnya tabungan masyarakat, 

sehingga pembentukan modal di daerah pedesaan juga menjadi rendah, 

pengembangan sumber daya di Kabupaten Blitar dapat dinilai rendah 

percepatannya hal inilah yang menyebabkan banyak pilihan yang dilakukan oleh 

penduduk Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar  yang keluar dari Kabupaten 

Blitar dan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Banyaknya informasi dan 
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mudahnya informasi yang diterima olah penduduk di Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Blitar dari agen PJTKI dan rekan mereka yang sebelumnya pernah 

bekerja sebagai TKI dapat memberi pengaruh  untuk bekerja di Luar Negeri.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas merupakan gambaran dari 

aspek ketanaga kerjaan yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus 

di Kabupaten Blitar, sebagai pendahuluan kasus dalam penelitian faktor 

pendorong seseorang menjadi tenaga kerja Indonesia studi kasus di Kecamatan 

Selorejo Kabupaten Blitar 

1.2. Rumusan Masalah 

Tenaga kerja adalah salah satu unsur esensial bagi suatu lapangan 

pekerjaan dan sebagai sisi penawaran dalam lapangan pekerjaan, karena sifat 

esensial tersebut tenaga kerja menjadi suatu hal yang dapat di perlakukan 

sesukanya bahkan tidak manusiawi, karena lapangan pekerjaan dalam hal 

penelitian ini dunia kerja antar negara senantiasa mempertimbangkan dan 

mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu pihak.  

Satu sisi lain tenaga kerja Indonesia di bebankan akan kebutuhan hidup 

yang tidak terbatas, setiap periodenya ketika seseorang menjadi tenaga kerja 

Indonesia dan saat meninggalkan keluarga di harapkan mampu memenuhi 

kebutuhan, sehinggga hal terebut akan menjadi pendorong seseorang menjadi 

TKI.   Beranjak dari identifikasi tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran karakter sosial-ekonomi sebagai pendorong seseorang 

menjadi TKI di  Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa 

Timur? 

2. Bagaimana makna migrasi ke luar negeri  bagi TKI di Kecamatan Selorejo 

Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Kegiatan Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kecamatan di 

Kabupaten Blitar  dimaksudkan untuk menyusun perencanaan strategis sebagai 

informasi dari isu strategis dalam perencanaan dan pengembangan dalam 

bidang Ketenaga Kerjaan  dengan batasan wilayah Kabupaten Blitar yang 

nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat.  

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti , maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian  adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui peran karakter sosial-ekonomi sebagai pendorong 

seseorang menjadi TKI di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi 

Jawa Timur  

2. Untuk mengetahui makna migrasi ke luar negeri  bagi TKI di Kecamatan 

Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Selama ini teori yang berkembang mengenai migrasi hanya 

membahas tentang migrasi tanpa membedakan tentang migrasi sektor 

formal dan sektor informal, dan selama ini pula penelitian mengenai 

migrasi hanya membahas tentang alasan perpindahan yang dilakukan 

oleh para migrant tanpa melihat kemanfaatan yang di terima oleh migrant 

dan keluarga migrant, serta selama ini penelitian terkait TKI hanya 

membahas alasan menjadi TKI tanpa melihat karakter mendasar 

seseorang menjadi TKI.  

2. Akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

penelitian selanjutnya di daerah lainnya. 
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3. Praktis 

Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam menentukan kebijakan mengenai penempatan TKI di 

luar negeri dan juga ketersediaan informasi pekerjaan yang lebih banyak 

bagi calon TKI. 

1.5. Sistematika Penulisan  

 Tulisan ini disusun berdasarkan urutan berikut. 

- BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan kegiatan dan sistematika 

penulisan 

- BAB II  Panduan teori dan tinjauan pustaka, membahas tentang 

definisi sumber daya manusia, tenaga kerja, angkatan kerja, 

partisipasi angkatan kerja, penyedia tenaga kerja, teori tenaga kerja, 

definisi tenaga kerja Indonesia, konsep dan teori migrasi, kerangka 

konseptual 

- BAB III   Penelitian, membahas prosedur penelitian, tempat setting 

dan karakteristik subjek penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, uji validitas, dan analisis data. 

- BAB IV Gambaran Umum Kecamatan Selorejo 

- BAB V  Peran Karakter sosial-ekonomi sebagai pendorong 

masyarakat menjadi TKI Kecamatan Selorejo, dan akan dilanjutkan 

dengan hasil analisis data. 

- BAB VI Kesimpulan dan Saran yang berasal dari hasil analisis data. 
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BAB II 

PANDUAN TEORI DAN TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Acuan Teoritik 

2.1.1. Definisi Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja 

2.1.1.1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Berbagai studi mengenai  ekonomi sumber daya manusia maupun bentuk 

perencanaan  sumber daya manusia, menurut Sumarsono (2003) Ekonomi 

Sumber Daya Manusia  (ESDM) merupakan teori ekonomi pada analisis sumber 

daya manusia. Pembahasan secara deskriptif maupun analisis, teknis analisis 

dapat dengan uraian penjelasan grafik dan dengan matematika, sumber daya 

manusia mengandung dua arti. Pertama), SDM merupakan usaha kerja atau jasa 

yang dapat diberikan dalam proses produksi, dalam hal ini SDM mencerminkan 

kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Kedua),  SDM menyangkut manusia yang 

mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu 

bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 

bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Menurut  M. Suparmoko dan Irwan (1996) Sumber Daya Manusia (SDM) 

ialah penduduk secara keseluruhan sebagai faktor produksi, namun tidak semua 

penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa 

tenaga kerja (man power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. 

Dengan kata lain, sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi cakupan 

Ekonomi Sumber Daya Manusia  (ESDM)  menurut Simanjuntak (1998) antara 

lain: 

 



24 
 

 
 

1. Faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja 

2. Faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja 

3. Pasar kerja dimana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan 

pencari kerja. 

4. Serta alternatif- alternatif kebijakan yang perlu diambil untuk memecahkan 

masalah-masalsh tersebut. 

2.1.1. 2.  Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1998)  tenaga kerja atau manpower mencakup 

penduduk yang sudah atau sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan 

dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. tiga golongan tersebut disebut sebagai pencari kerja, bersekolah dan 

yang mengurus rumah tangga. Walaupun sedang tidak bekerja mereka dianggap 

secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis 

pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batasan umur.  

Di Indonesia, semula ditetapkan batas umur minimum 10 tahun tanpa 

batas umur maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksud 

sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih, penduduk dibawah 10 tahun 

digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.  Pemilihan 10 tahun sebagai batas 

umur minimum didasarkan  pada kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah 

banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa sudah bekerja atau 

mencapai pekerjaan. Misalnya pada tahun 1971, diantara penduduk kota dalam 

batas umur 10-14 tahun terdapat 7,1 persen yang tergolong bekerja atau 

mencari pekerjaan , sedang diantara penduduk desa terdapat 18 persen. 

Dengan kata lain, sekitar 16 persen penduduk kota dan desa dalam kelompok 

umur 10-14  tahun ternyata telah bekerja atau mencari pekerjaan. Pada tahun 

1980, masih terdapat 11,1 persen penduduk berusia 10-14 tahun yang telah 

bekerja atau mencari pekerjaan, yaitu 3,7 persen di kota dan 13,2 persen di 
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desa. Jumlah dan proporsi pekerja dan pencari pekerja dalam  kelompok  umur 

ini diantisipasi akan terus menurun, walaupun hingga tahun 1995 masih relatif  

tinggi. Pada tahun 1995, masih terdapat  9 persen penduduk berusia 10-14 tahun 

yang telah bekerja atau mecari pekerjaan, terdiri dari 4 persen di kota dan 11,5 

persen di desa. 

Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan maka jumlah penduduk dalam 

usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi akan berkurang, bila wajib 

sekolah 9 tahun diterapkan, maka anak-anak sampai dengan umur 14 tahun 

akan berada di sekolah. Dengan kata lain jumlah penduduk yang bekerja dalam 

batas umur tersebut akan menjadi sangat kecil, sehingga batas umur minimum 

lebih tepat dinaikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-

undang No.25 tahun 1997 tentang ketatanegaraan telah menetapkan batas usia 

kerja menjadi 15 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya 

Undang-undang ini, mulai tanggal 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan 

sebagai penduduk berumur dia atas 15 tahun atau lebih. 

Pembangunan ekonomi erat hubungannya dengan tenaga kerja, 

pembangunan dalam sebuah negara berbanding lurus akan tenaga kerja yang  

diserap oleh tiap lapangan pekerjaannya, menurut M. Suparmoko dan Irawan 

(1996)  tenaga kerja adalah penduduk yang tergolong pada usia 15 sampai 64 

tahun. 

Penduduk dan Tenaga kerja merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan, 

penduduk merupakan bentuk penyedia dari tenaga kerja. Komposisi penduduk 

dan tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 
Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 

 

 

Sumber: Payaman J. Simanjuntak, 1985 

Penggolongan tenaga kerja menurut Simanjuntak (1998) terdiri atas 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja  terdiri dari (1) 

golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan pencari 

pekerjaan. Kelompok angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, 

(2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau 

penerima pendapatan. Ketiga golongan tersebut menjelaskan tentang tiap 

golongan yang menawarkan jasanya untuk bekerja. 

2.1.2. Pengertian Angkatan Kerja 

Tiap besarnya angka yang menunjukkan supply tenaga kerja dalam 

masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya pada tiap proses 

produksi, diantara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatan yang 

menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau 
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employed person, menurut Simanjuntak (1998) yang termasuk angkatan kerja 

ialah tiap jumlah orang yang telah bekerja untuk proses produksi ditambah 

jumlah orang yang siap untuk bekerja yang telah masuk kreteria bekerja namun 

menganggur. 

Menurut  M. Suparmoko dan Irwan (1996) angkatan kerja (labour force) 

adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap 

untuk bekerja atau sebangi  pencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. 

Kemudian  penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik 

bekerja penuh maupun tidak bekerja secara penuh. Di negara-negara yang 

sedang berkembang batas umur angkatan kerja lebih rendah (di indonesia 10 

tahun keatas) dari pada di negara-negara yang telah maju ( 15 tahun keatas). 

Demikian pula kuantitas dan kualitas angkatan kerja lebih rendah di negara-

negara yang sedang berkembang dari pada  di negara maju karena sebagian 

besar penduduk di negara sedang berkembang berusia muda. 

Menurut Sumarsono (2009) angkatan kerja termasuk golongan yang 

termasuk aktif dalam bidang ekonomi. Golongan ini terdiri dari penduduk 

angkatan kerja yang dianggap mewakili penawaran tenaga kerja yang dikenal 

dengan Supply of Labor. Selanjutnya angkatan kerja  adalah bagian penduduk 

yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan, arti dari mampu adalah mampu 

secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta 

tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta 

bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan dalam 

pasar tenaga kerja.  

Angkatan kerja yang bekerja dapat digolongkan menjadi: 
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1. Mereka yang selama seminggu melakukan pekerjaan dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 

dua hari 

2. Mereka yang selama seminggu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja 

kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja di 

bidang keahliannya seperti dokter, tukang cukur dan lainnya serta pekerjaan 

tetap, pegawai pemerintahan atau swasta yang sedang tidak masuk  kerja 

karena sakit. 

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya 

tidak terlibat di dalam kegiatan produktif yaitu, yang memproduksi barang dan 

jasa. Jadi yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga 

kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, termasuk dalam golongan ini adalah 

Simanjuntak(1995): 

1. Golongan yang masih bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya 

bersekolah atau menuntut ilmu di sekolah.  

2. Golongan yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatannya 

hanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga 

tanpa mendapat upah. 

3. Golangan lain-lain, yang digolongkan di sini adalah  

1) penerima pendapatan yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan 

tetapi memperoleh pendapatan, seperti dari bunga simpanan, hasil serta 

sewa atas milik. 

2) mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalya karna lanjut 

usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis. 
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2.1.3. Partisipasi Angkatan Kerja 

Menurut Simanjuntak (1998)  tingkat partisipasi kerja (TPK) atau Labour 

Force Participation Rate (LFPR) satu kelompok penduduk  adalah perbandingan 

antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang 

sama. TPK dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan 

dapat pula dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok 

laki-laki, kelompok wanita di kota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10-

14 tahun di desa, dan lainnya. Semakin besar TPK, semakin besar jumlah 

angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya semakin jumlah 

penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin 

besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah 

angkatan kerja, dan akibatnya semakin kecil TPK. 

Menurut Sumarsono (2009)  ketika seseorang mencari pekerjaan secara 

aktif, maka dia diefinisikan dalam “Labour Foce”. Rata-rata partisipasi angkatan 

kerja menurut presentase populasi yang ada mereka mempunyai sebuah 

pekerjaan atau mencari pekerjaan. Jadi sebuah pemotongan statistik secara 

jelas adalah penting dalam pengukuran hasrat masyarakat terhadap pekerjaan di 

luar rumah yang merupakan rata-rata partisipasi angkatan kerja.  

Adapula faktor- faktor yang mempengaruhi TPAK adalah : 

1. Jumlah penduduk yang masih sekolah. 

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah 

angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah 

dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta 

tingkat poenghasilan keluarga. 

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga. 

Semakin banyak anggota dalam tiap keluarga yang mengurus rumah tangga 

semakin kecil TPAK. 
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3. Tingkat penghasilan keluarga. 

Keluarga berpenghasilan besar relatif terhadap biaya hidup cenderung 

memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. 

Sebalikya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada 

penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga 

untuk bekerja, jadi TPAK relatif meningkat. 

4. Struktur umur 

Penduduk berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang 

begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka 

umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, 

terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah. Oleh sebab itu 

TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk diatas umur 55 tahun sudah mulai 

menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.  

5. Tingkat upah 

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota 

keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin 

tinggi TPAK. 

6. Tingkat pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan 

untuk bekerja, terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi pendidikan, 

kecenderungan  untuk bekerja semakin besar, keadaan ini menunjukkan 

bahwa TPAK semakin besar pula.  

7. Kegiatan ekonomi 

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang 

dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan baru. 

Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan 
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dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan 

ekonomi semakin besar TPAK.   

2.1.4. Penyediaan Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1998) penyediaan tenaga kerja mengandung 

pengertian jumlah penduduk yang`sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian 

kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga keja, jam 

kerja, pendidikan, produktifitas, dan lainnya. Penyediaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk 

dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah tergolong tenaga kerja.  

Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau 

penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih 

bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain sebagai penerima 

pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan 

yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah 

yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi 

masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan social secara umum dan kondisi 

pasar kerja itu sendiri. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya 

orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama, 

ada orang yang bekerja penuh. Akan tetapi banyak juga orang yang bekerja 

hanya beberapa jam seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri atau karena 

terpaksa berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh sebab 

itu, analisis penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan memperhatikan 

jumlah orang yang bekerja akan tetapi perlu juga memperhatikan beberapa jam 

setiap orang itu bekerja dalam seminggu, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi 

oleh produktifitas kerja.  
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Menurut Sumarsono (2003), penyedia tenaga kerja adalah hubungan 

antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai 

untuk ditawarkan. Secara khusus kurva penawaran pekerja menggambarkan 

pada berbagai kemungkinan tingkat upah dan jumlah maksimum satuan pekerja 

yang ditawarkan oleh pensuplai pekerja pada waktu tertentu, atau untuk setiap 

kemungkinan  jumlah satuan pekerja, terdapat upah minimum dimana pensuplai 

pekerja mau menawarkan jumlah tersebut. Di dalam kesempatan kerja terdapat 

suatu bentuk keputusan bekerja  Menurut Sumarsono (2003) keputusan kerja 

adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana  menghabiskan 

waktu. Salah satu cara yang digunakan oleh seseorang untuk menghabiskan 

waktu luangnya adalah dengan kegiatan yang menyenangkan. Cara lain yang 

lebih utama adalah ketika seseorang menggunakan waktunya untuk bekerja, 

seseorang dapat bekerja disekitar rumah, mengadakan semacam produksi 

rumah tangga. Seperti misalnya, mengasuh anak, menjahit, membangun atau 

bahkan  menanam sayuran. Alternatif lain, seseorang dapat bekerja untuk dapat 

diupah dan seseorang tersebut mencari uang untuk membeli makanan, beras, 

pakaian dan kebutuhan lain.   

2.1.5. Teori Tenaga Kerja 

Menurut Kusumosuwidho dalam Subri (2003)  Salah satu masalah yang 

biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseinbangan antara 

permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja 

(supply of labor), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat 

berupa: 

1. Lebih besarnya penawaran disbanding permintaan terhadap tenagakerja 

(adanya excess supply of labor). 

2. Lebih besarnya permintaan disbanding penawaran tenaga kerja (adanya 

excess demand for labor. 
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Kurva Ketidakseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 
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Sumber: Subri, 2003 

Keterangan: 

SL : Penawaran tenaga kerja (supply of labor) 

DL : Permintaan tenaga kerja (demand for labor) 

W : Upah riil 

N : Jumlah tenaga kerja 

Ada dua teori penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan 

masalah ketenagakerjaan. 

Pertama adalah teori Lewis dalam Subri (2003) yang 

mengemukakanbahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan 

suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap 

pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. 

Kedua adalah teori Fei-Ranis dalam Subri  (2003) yang berkaitan dengan 

Negara berkembang yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1. Kelebihan buruh 

2. Sumber daya alam belum dapat diolah 

3. Sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian 

4. Banyak pengangguran 

5. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Ne 

Excess 
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Lebih lanjut menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan  ekonomi 

dalam kondisi kelebihan buruh: 

a. Dimana penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan 

ke sektor industri dengan upah  institusional yang sama 

b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih 

kecil dari upah institusional yang mereka peroleh dialihkan ke sektor industri 

c. Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian 

menghasilkan output lebih besar dari pada perolehan upah institusional. Dan 

dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang 

meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan output dan perluasan 

usahanya. 

2.1.6. Definisi Tenaga Kerja Indonesia 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dimaksud dengan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk 

jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan TKI di luar negeri 

dapat dilakukan oleh pemerintah maupun badan hukum swasta yang telah 

memperoleh izin resmi dari pemerintah.  

Dari segi pendidikan, tenaga kerja Indonesia dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga 

kerja terdidik adalah tenaga kerja yang dibekali pendidikan dan keterampilan. 

Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak dibekali 

oleh pendidikan dan keterampilan. 

2.1.7. Konsep Migrasi TKI ke Luar Negeri 

Menurut  (Prijono Tjiptoherijanto) Mobilitas penduduk merupakan bagian 

integral dari proses pembangunan secara keseluruhan, mobilitas telah  menjadi 
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penyebab dan penerima dampak dari perubahan  dalam struktur ekonomi dan 

sosial suatu daerah. Oleh sebab itu, tidak terlalu tepat untuk hanya menilai 

semata-mata aspek positif maupun negatif dari mobilitas penduduk terhadap 

pembangunan yang yang ada, tanpa memperhitungkan pengaruh kebaikannya. 

Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobolitas penduduk. 

Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahan penyebaran penduduk yang berarti 

tanpa adanya kegiatan  pembangunan itu sendiri.  Mobilitas Penduduk dan 

Perubahan Sosial Ekonomi.  

Terkadang timbul suatu bentuk alasan mobilitas yang mengarah pada 

perpindahan secara regional penduduk dari sudut proses untuk 

mempertahankan hidup (Wilkinson:1973; Broek, Julien Van den:1996). Proses 

mempertahankan hidup ini harus dilihat dalam arti yang luas, yaitu dalam konteks 

ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meskipun demikian, banyak  studi 

memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk keputusan serta motivasi yang diambil 

oleh  induvidu akan sangat berlainan, antara karena alasan ekonomi dengan 

karena alasan politik (Peterson,W:1995; Kunz, E.F.;1973). Perpindahan atau 

migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan  migrasi yang 

direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (voluntary planned migraton). 

Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan  

berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang 

bersangkutan  memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. 

Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi. 

Bukti tentang migrasi antar Negara adalah sarana untuk membuktikan 

mobilitas geografis daripada tenaga kerja, sejumlah besar studi migrasi yang 

dilakukan di berbagai negeri, secara konsisten membuktikan tingkat mobilitas 

tenaga kerja yang tinggi, yang terutama bermotifkan faktor ekonomis. Studi 
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tersebut juga mengungkapkan bahwa para imigran terkonsentrasi dalam sub-sub 

golongan tertentu dari penduduk perkotaan yang bekerja di Negara lain. 

Globalisasi tidak hanya memungkinkan pergerakan arus modal dan barang 

antar negara, tetapi juga mobilitas tenaga kerja. Ada banyak alasan mengapa 

tenaga kerja Indonesia bekerja ke luar negeri. Febriani (2010), misalnya, 

menemukan bahwa faktor latar belakang ekonomi yang kurang, tingkat 

pendidikan yang rendah, keterampilan yang minim, serta jumlah anggota 

keluarga yang banyak sebagai sebab-sebab pendorong seseorang bekerja di 

luar negeri. Sementara itu, studi kualitatif yang dilakukan oleh Direktorat Analisis 

Dampak Kependudukan BKKBN di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan di 

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada 2011 menemukan adanya 

hubungan dan dinamika migrasi TKI ke luar negeri yang berakar pada masalah 

kemiskinan di daerah asalnya. 

Masalah yang sama juga diteliti oleh Firdausy (2005, dalam Syafitri, 2012) 

yang menemukan bahwa faktor upah yang lebih tinggi di luar negeri serta 

tingginya tingkat pengangguran di Indonesia lah yang menjadi sebab pendorong 

migrasi TKI ke luar negeri. Hal ini berarti bahwa salah satu motivasi TKI bekerja 

di luar negeri adalah karena tidak tersedianya lapangan kerja di dalam negeri. Di 

samping itu Firdausy juga menggaris bawahi pentingnya faktor keinginan untuk 

mencari pengalaman serta keberadaan sanak keluarga di luar negeri sebagai 

faktor pendorong lain migrasi TKI ke luar negeri. Hal ini mengindikasikan adanya 

peran faktor lain di luar faktor ekonomi yang turut mempengaruhi dorongan TKI 

bermigrasi ke luar negeri. 

Permintaan TKI di luar negeri cenderung lebih tinggi untuk kelompok 

tenaga kerja berketerampilan rendah. Hal ini disebabkan karena warga negara di 

negara tujuan tak ingin mengisi posisi pekerjaan itu karena upahnya yang sangat 
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rendah. Sedangkan bagi para TKI upah pekerjaan itu jauh lebih baik bila 

dibandingkan dengan menganggur di daerah asal. 

2.1.8. Teori-teori Migrasi 

2.1.8.1 Teori Revenstein (Teori Hukum Mobilitas ) 

Revenstein mengemukakan sejumlah proporsi mengenai migrasi, tertuang 

dalam kesimpulan dari sebuah karyanya yang berjudul “The Laws of Migration”. 

Menurut Lee (1966) dari hasil penelitiannya yang sangat luasdengan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Banyak migran hanya menempuh jarak dekat, dan jumlah migrat di suatu  

pusat yang dapat menampung migran tersebut makin menurun karena makin 

jauhnya jarak yang ditempuh. 

2. Migran yang menempuh jarak yang jauh, umumnya lebih suka menuju ke 

pusat-pusat industri dan perdagangan. 

3. Umumnya terjadi suatu perpindahan penduduk berupa “arus migrasi”yang 

terarah ke pusat-pusat industri dan perdagangan yang penting dan dapat 

menyerap para migran  tersebut. 

4. Penduduk pedasaan yang langsung berbatasan dengan kota yang tumbuh 

cepat cenderung pindah ke kota tersebut. Turunnya jumlah penduduk 

pedesaan sebagai akibat migrasi, akan digantikan oleh migrant dari daerah 

yang lebih terpencil. Hal ini akan terus berlangsung hingga daya tarik 

perkotaan yang tumbuh  pesat secara bertahap terasa pengaruhnya di daerah 

yang terpencil tersebut. 

5. Proses penyebaran adalah kebalikan dari penyerapan namun memperlihatkan 

gejala-gejala yang sama. 

6. Setiap arus utama migrasi akan menimbulkan arus balik sebagai 

penggantinya 
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7. Terdapat perbedaan antara desa dengan kota mengenai kecendrungan  

penduduk untuk bermigrasi (minat penduduk kota lebih kurang daripada minat 

penduduk desa). 

8. Kebanyakan kaum wanita lebih tertarik bermigrasi ke daerah-daerah yang 

dekat dengan daerah asalnya. 

9. Dengan meningkatnya sarana perhubungan, perkembangan industri dan 

perdagangan, menyebabkan makin meningkatnya arus migrasi. 

10. Motif ekonomi merupakan dorongan utama untukbermigrasi. Dalam konteks 

ini,  revenstein mengatakan : Undang-undang yang tidak baik atau  

menindas, pajak yang tinggi, iklim yang kurang baik, lingkungan yang tidak 

menyenangkan dan paksaan-paksaan, semua itu menimbulkan arus migrasi. 

Tetapi tidak satupun dari arus tresebut volumenya dapat dibandingkan 

dengan volume arus migrasi yang didorong oleh keinginan untuk 

memperbaikikehidupan dalam bidang materi (ekonomi). 

2.1.8.2. Teori Noris  

Noris (1972)  mengembangkan lebih lanjut hokum E.G. Revenstein ini 

dengan memasukkan faktor kesempatan antar daerah asal dan daerah tujuan. 

Adanya kesempatan antara ini akan mengurangi volume migrant ke daerah 

tujuan. 

Noris berpendapat bahwa fenomena migrasi merupakan interaksi antara 

daerah asal dan daerah tujuan. Namun juga diakui akan pentingnya faktor 

penghalang yang terdapat di daerah asal dan daerah tujuan tersebut . 

2.1.8.3. Teori Migrasi Todaro 

Model migrasi Todaro menyatakan juga bahwa keputusan migrasi tidak 

hanya ditentukan oleh berapa upah yang diterima seandainya migrasi dikalukan, 

tetapi memperhitungkan  juga berapa besar peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan. Dengan demikian  upah yang besar belum tentu menarik pekerja 
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untuk bermigrasi, sebaliknya upah  relative rendah akan cukup menarik calon 

migran jika peluang untuk mendapatkan relatif besar. Berdasarkan dari asumsi 

Todaro yang menyebutkan bahwa keputusan migrasi adalah  merupakan 

fenomena yang nasional, bias dikatakan bahwa migrasi tenaga kerja kurang 

lebih didorong oleh pertimbangan ekonomis. Todaro (1998) menyatakan migrasi 

merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu 

dengan cirri ekonomi, social, pendidikan dan demografi tertentu, maka 

pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-

masing individu juga bervariasi. 

Beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang 

melakukan migrasi antara lain: 

1. Faktor-Faktor social, termasuk keinginan para migrant untuk melepaskan 

kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi social yang 

sebelumnya mengekang mereka. 

2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologist, 

seperti banjir dan kekeringan. 

3. Faktor-Faktor Demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang 

kemudian mempercepat  laju pertumbuhan penduduk suatu tempat. 

4. Faktor-Faktor Kultural, termasuk pembinaan kelestarian  hubungan keluarga 

besar yang berada pada tempat tujuan migrasi. 

5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, 

system pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan 

dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media 

elektronik. 

2.2.   Penelitian Terdahulu 

Evi Lusiana C (2013) yang meneliti analisis karakteristik pengaruh dari 

karakteristik individu, karakter rumah tangga, dan jaringan social Tenaga Kerja 
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Indonesia (TKI) terhadap keputusan bekerja di sector formal, sector informal dan 

tidak bekerja di luar negeri (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan 

Gedangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multinominal 

login, dengan membedakan keputusan responden menjadi TKI di sector formal 

dan sector informal dan keputusan responden untuk tidak menjadi TKI. Hasil 

penelitian menunjukkan untuk TKI sector formal, karakter individu yang 

berpengaruh signifikan adalah usia, jenis kelamin, lulusan SMA sedangkan 

karakter rumah tangga adalah tanggungan keluarga, untuk jaringan social adalah 

saudara dan agen PJTKI. Sedangkan untuk TKI di sector informal untuk karakter 

individu adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh 

secara negate. Untuk keputusan yang tidak menjadi TKI adalah usia, jenis 

kelamin, lulusan perguruan tinggi dan pendapatan tinggi berpengaruh signifikan. 

Sedangkan untuk karakter rumah tangga jumlah orang bekerja berpengaruh 

secara positif, untuk jaringan social teman dan agen PJTKI berpengaruh positif. 

Elly Karmeli (2008) yang meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan wanita bekerja keluar negeri dan dampaknya terhadap kondisi social 

ekonomi rumah tangga (studi kasus Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa 

NTB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1). Faktor yang berpeluang 

mempengaruhi keputusan wanita dalam menentukan bekerja ke luar negeri. (2). 

Dampak yang diakibatkan dari adanya wanita yang bekerja ke luar negeri 

terhadap kondisi social ekonomi rumah tangga. Analisa yang digunakan dalam 

mengolah data adalah dengan analisa deskriptif dan analisa inferensial  demgan 

analisa logistic model, yang bertujuan untuk mengetahui nilai odds ratio dari 

variable-variabel bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat. Variable 

yang digunakan adalaha variable terikat yaitu keputusan yang diambil oleh 

seseorang wanita dalam hal ini memutuskan atau tidak memutuskan bekerja ke 

luar negeri. Sedangkan variable bebas antara lain tingkat usia, tingkat 
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pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status kawin dan 

keterampilan. Kesimpulan bahwa seorang wanita yang memiliki tingkat 

pendapatan tertentu pada berbagai tingkat usia, apabila wanita tersebut memiliki 

keterampilan maupun tidak memiliki keterampilan berbanding terbalik dengan 

tingkat usianya artinya semakin tinggi tingkat usianya semakin menurun tingkat 

keterampilan yang dimiliki dan analisa terhadap dampak yang diakibatkan dari 

adanya wanita yang bekerja ke luar negeri adalah menyangkut pada adanya 

remiten (pengiriman uang) dalam hal ini alokasi penggunaan dan akibatnya 

terhadap keluarga di daerah asal yaitu adanya perbaikan ekonomi keluarga, juga 

perubahan social budaya masyarakat yang tercemin dari adanya pola hidup 

cenderung konsumtif. 

Wildan Syafitri (2012) dalam penelitian yang berjudul “Determinants of 

Labour Migration Decisions” Migrasi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penentu  keputusan migrasi 

untuk migrasi desa ke kota dan internasional di Malang, Provinsi Jawa Timur.  

Migrasi dianggap sebagai komponen dari keluarga kelompok sosial atau  

sebagai strategi rumah tangga yang dijelaskan oleh  New Economics Labour 

Migration (NELM). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis 

ekonometrik,  data primer dengan  teknik pengumpulan data melalui penyebaran 

kuisioner, hasil menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan 

usia ada yang positif dan signifikan  terhadap keputusan untuk bermigrasi di luar 

negeri. Sementara itu, variabel hubungan sosial secara signifikan mencegah 

migrasi.Hasil  lain  menggambarkan  kepemilikan lahan, akses kredit sebagai 

seorang perempuan dan usia memiliki negatif dan signifikan pengaruh pada 

keputusan untuk bermigrasi ke kota-kota ( rural-urban migrasi ).Kemiskinan juga 

merupakan koefisien positif dan signifikan  terhadap  migrasi. Ini berarti bahwa 
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orang-orang yang lebih miskin di sebuah desa, para penduduk desa lebih 

berpeluang  untuk bermigrasi ke negara-negara lain.  

Ratna Naluri (2013) dalam penulisan yang mengangkat tema faktor-faktor 

yang mempengaruhi penduduk di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menjadi 

TKI ke Taiwan  Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan teori Ravenstein 

yang mengatakan bahwa berita dari sanak saudara atau teman merupakan 

informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan penduduk untuk menjadi TKI ke negara Taiwan, (2) faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan pengiriman remitan oleh TKI di Negara 

Taiwan, dan (3) pemanfaatan remitan oleh keluarga TKI di daerah asalTKI. Jenis 

penelitian ini adalah dengan survey kepada responden. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 189orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 125 

responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisisdeskriptif 

kuantitatif prosentase yang menggunakan jawaban dengan prosentase terbesar 

sebagai kesimpulan jawaban yang digunakan untuk menjawab semua rumusan 

masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penduduk Kecamatan 

Ponggok yang menjadi TKI berusia 25-29 tahun sebesar 34,40%, berjenis 

kelamin perempuan sebesar 78,40%, berstatus kawin 60,80%, memiliki 

tanggungan 3 orang sebesar 34,40%, berpendidikan tamat SMP sebesar 52%, 

bekerja sebagai petani di daerah asal sebesar 21,60%, bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga di daerah tujuan sebesar 28,80%, dan melalui 

PJTKI sebesar 90,4%. (2)Faktor  pendorong penduduk Kecamatan Ponggok 

menjadi TKI adalah dorongan ekonomi karena penghasilan dan upahyang kecil 

di daerah asal sebesar 48,80%, dan dorongan keluarga yaitu saudara yang 

sudah menjadi TKI sebesar 37,60%, (3) faktor penarik penduduk Kecamatan 

menjadi TKI adalah besarnya upah di daerah tujuan sebesar 84%, dan faktor 
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yang menjadi penghalang penduduk menjadi TKI adalah faktor biaya sebesar 

71,20%. (4)Faktor yang menjadi pertimbangan pengiriman remitan yaitu 

besarnya pengiriman remitan yang dipengaruhi oleh pendidikan terakhir, lama 

merantau, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan jumlah tanggungan, 

sedangkanintensitas pengiriman remitan dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal 

dengan layanan pengiriman, dan pemanfaatan remitan, dan (5) pemanfaatan 

remitan paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhankeluarga sebesar 

55,20%. Dari kesimpulan tersebut, diharapkan penduduk yang ingin bekerja 

menjadi TKI lebih baik ke negara Taiwan. Dengan pertimbangan upah dan 

peraturan Undang-Undang. 

2.3.  Kerangka Konseptual 

Mendasar pada penjelasan di bab-bab sebelumnya, dapat di ambil suatu 

identifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan makna migrasi ke luar 

negeri  bagi TKI di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. 

Dilatarbelakangi oleh penulisan latar belakang sebelumnya, peneliti mencoba 

menguraikan peran karakter sosial-ekonomi sebagai pendorong seseorang 

menjadi TKI di  Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. 

dengan objek penelitian di Kecamatan Selorejo yang ada di Kabupaten Blitar. 

Langkah pertama yang penulis lakukan dengan menyusun kerangka konseptual 

yang selanjutnya di terjemahkan melalui kerangka pikir. 

Kerangka konsep adalah suatu gambaran yang menterjemahkan tentang 

konsep yang akan memahami suatu penelitian berdasarkan karakter pendorong 

seseorang menjadi TKI. 

Menurut zhao (2003) terdapat empat karakter pendorong seorang 

melakukan migrasi yaitu karakter individu, karakter rumah tangga, karakter 

wilayah dan jaringan migran. Karakter tersebut dianggap sudah mewakili faktor 

pendorong seseorang menjadi TKI, dengan adanya penelitian ini di harapkan 
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dapat bermanfaat dan menambah wawasan keanekaragaman karakter dalam 

memaknai seseorang menjadi TKI, serta dapat menjadi referensi penelitian dan 

kajian yang berkaitan dengan TKI. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat 

pada gambar 2.3. di bawah ini. 

 
  Gambar 2.3.  

Kerangka Pikir Penelitian 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah 2015 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui 

karakter sosial-ekonomi sebagai pendorong seseorang menjadi TKI di  

Tenaga Kerja 

Indonesia 

Karakter Sosial 

1.Karakter individu 

2.Karakter Rumah 

Tangga 

3. Karakter Wilayah 

4. Karakter Jaringan 

Migran  

Karakter Ekonomi 

1. Tingkat Upah 

2. Kesempatan  

lKerja 

Output 

• Peran Karakter Sosial 

Ekonomi bagi TKI 

• Makna Migrasi Bagi 

 TKI 

•



45 
 

 
 

Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Faktor karakter sosial 

di pilih yaitu: 

1. Karakter individu 

 Adapun yang termasuk dalam karakter individu yaitu jenis kelamin,usia, 

pendidikan, status kawin. 

a. Jenis kelamin  

Jenis kelamin adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut non-

biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun psikologi. 

b. Usia 

Usia merupakan unsur biologis dari seseorang yang menunjukkan tingkat 

kematangan organ-organ fisik pada manusia. Semakin tinggi umur 

seseorang, maka proses perkembangaan seseorang akan semakin 

matang. 

c. Pendidikan 

Pendidikan akan menghasilkan perubahankeseluruhan cara hidup 

seseorang. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan 

memiliki keinginan untuk mengembangkan dirinya, sedangkan yang 

berasal dari tingkat pendidikan yang rendah cendrung mempertahankan 

tradisi yang ada 

d. Status Kawin 

Suatu simbol dari suatu komitmen, dengan melakukan bentuk perkawinan 

dengan membentuk suatu hubungan legal rumah tangga keluarga sebagai 

ikatan kontrol dalam kehidupan sosial dengan salah satu tujuan 

memperoleh keturunan. 
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2. Karakter rumah tangga 

 Adapun karakter rumah tangga terdiri dari dua variabel yaitu variabel jumlah 

tanggungan keluarga dan jumlah orang bekerja dalam keluarga informan. 

3. Karakter wilayah 

 Adapula karakter wilayah terdiri dari alasan TKI memilih suatu wilayah tujuan 

bermigrasi seperti alasan melintasi perbatasan, informasi tentang tujuan dan 

pekerjaan, yang  membantu beradaptasi setelah kedatangan, 

4. Karakter Jaringan Migran 

 Adapula jaringan migran berupa informasi yang dapat meringankan biaya 

migrasi untuk memudahkan proses migrasi. Hal ini dilakukan karenaa jaringan 

dapat memberi keuntungan dalam proses migrasi. Keuntungan tersebut 

antara lain yaitu,  jaringan dapat meringankan biaya migrasi dan mengurangi 

resiko ketidakpastian dalam melakukan migrasi.Jaringan ini dapat berupa 

informasi yang di sampaikan oleh para migran yang telah bekerja di luar 

negeri atau oleh agen PJTKI, dimana informasi tersebut dapat memfasilitasi 

calon migran baru dengan berbagai cara antara lain, memberikan informasi 

tentang proses migrasi itu sendiri, 

 Adapula Karakter ekonomi antara lain : 

1. Tingkat Upah 

Adapula tingkat upah disini merupakan alat pemenuhan kebutuhan hidup 

yang secara fungsi ekonomi dan fungsi social, dimana Menurut Payaman J. 

Simanjuntak (1985) menjelaskan upah seharusnya memiliki beberapa criteria 

antara lain: (1) Upah  mampu  menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya sebagai fungsi social.; (2). Upah mencerminkan pemberian  imbalan 

terhadap hasil karya seseorang dan ; (3). Upah memuat pemberian insentif yang 

mendorong  peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan  nasional.  
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2. Kesempatan Kerja 

Keputusan seseorang menjadi TKI biasanya desebabkan oleh faktor 

ekonomi dimana kebutuhan hidup seseorang dan ketersediaan lapangan 

pekerjaan tidak terpenuhi di daerah asal seorang migran, selebihnya  kebutuhan 

hidup dan aspirasi dari penduduk tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan 

menjadi suatu bentuk tekanan bagi seorang menjadi TKI, kegiatan ekonomi di 

dalam masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksinya 

dapat dikatakan sebagai kesempatan kerja, yang akan menggambarkan 

lapangan pekerjaan yang akan diisi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  
 

 
3.1.   Paradigma Interpretif dalam Memahami Fenomena Sosial 

Ketika menjawab ketidak pahaman atas suatu kenyataan atas hal yang 

terjadi pada kondisi sosial cenderung akan menghasilkan pemahaman yang 

berbeda, menurut pemahaman cara pandang atau paradigma yang digunakan. 

Tingkat keyakinan seorang peneliti atas sebuah paradigma menunjukkan bahwa 

pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang untuk menyajikan kenyataan 

sosial. 

Pada arus pengetahuan sosial, terdapat paradigma yang mengangkat 

metode ilmu alam sebagai pendekatan untuk menjelaskan kenyataan sosial, 

yakni mereka yang menggunakan pandangan atau paradigma positivisme. 

Positivisme berasal dari para teoritisi sosial abad kesembilan belas dan awal 

abad kedua puluh, terutama Auguste Comte dan Emile Durkheim. Penganut 

positivisme ini mencari fakta atau sebab musabab gejala sosial dengan tidak 

mempertimbangkan keadaan subyektif individu. 

Juga disarankan oleh Durkheim agar ilmuwan sosial menganggap 

kenyataan sosial atau gejala sosial sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh 

eksternal dan yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia Bogdan dan 

Taylor, (1992). Dari sudut pandang metode penelitian, penekanan Durkheim di 

atas menunjukkan bahwa peneliti cenderung interventif dalam memperlakukan 

manusia. Manusia seolah-olah dianggap sebagai makhluk statis, membatasi 

perilakunya melalui asumsi, membatasi kenyataan/realitas lewat variabel, dan 

sebagai konsekuensinya manusia dipandang sebagai obyek, perilakunya 

dimodelkan, dapat dibentuk dan diramalkan, sehingga memberi kemampuan 

kepada peneliti untuk menyusun simpulan deduktif atau generalisasi. Parera 
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(2012) menyatakan bahwa dalam kajian sosiologi, yang dikejar oleh sosiolog 

positivisme adalah hukum-hukum perkembangan masyarakat yang pada 

gilirannya dapat dikuasai dan diarahkan menurut proyeksi perkembangan seperti 

model perencanaan di bidang sains dan teknologi. 

Sementara dari arus pengetahuan yang berlawanan menyatakan bahwa 

gejala sosial tidak dapat disamakan dengan gejala alam, seperti sains dan 

teknologi. Arus pengetahuan ini merujuk pada paradigma non-positivisme. 

Nonpositivisme memandang manusia sebagai makhluk bebas, memiliki 

keinginan, dan tujuan. Bagi Irwin Deutscher dan Max Weber yang dikutip oleh 

Bogdan dan Taylor (1992) bahwa paradigma ini dapat dilukiskan sebagai 

sesuatu yang bersifat fenomenologis. Perilaku manusia dianggap sebagai 

sebuah tindakan yang memiliki makna, tujuan, atau gagasan dasar. Kenyataan 

atau realitas sosial ada dibalik setiap fenomena tindakan, sesuatu yang tidak 

tampak, berada di dasar pemikiran, yang bersifat noumena. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1992) bahwa kaum fenomenologis mencari pemahaman lewat metode 

kualitatif seperti pengamatan berpartisipasi, wawancara terbuka, dan dokumen 

pribadi. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang memungkinkan mereka 

melihat dunia ini seperti yang dilihat oleh subyek. Data deskriptif dapat dilihat 

sebagai indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan 

sosial lainnya yang menentukan perilaku manusia. Kenyataannya ilmu sosial 

atau sosiologi memang berbeda dengan ilmu alam. Ilmu alam mempelajari gejala 

alam, sedangkan sosiologi mempelajari gejala sosial yang sarat dengan makna-

makna yang diberikan oleh para pelaku yang terjalin di dalamnya. Akibat dari 

cara berpikir demikian, maka metode ilmu sosial tidak pernah sama dengan ilmu 

alam. Ilmu sosial memperhitungkan makna yang mengalir di antara para pelaku 

yang terlibat dalam fenomena sosial. Ini adalah hal yang prinsip, sebagaimana 
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dijelaskan Berger dan Kellner bahwa “fenomena manusia tidak dapat berbicara 

dengan sendirinya, melainkan harus dimaknai” . 

Perbedaan yang mendasar pada dua arus ilmu sosial di atas terletak pada 

cara pandang atau paradigma yang digunakan. Paradigma positivisme 

cenderung memposisikan manusia yang teramati sebagai obyek layaknya 

penelitian yang dilakukan oleh ahli kimia dalam laboratorium, dibentuk dan 

dikendalikan, dianggap sebagai sesuatu yang kaku dan terikat oleh model yang 

telah ditemukan. Positivisme berpijak pada pandangan realitas empiris, sehingga 

meniadakan aspek-aspek sosial yang tidak tampak seperti moralitas, rasa cinta, 

empati, berkah, keyakinan agama, dan kenyataan sosial lain yang sifat nyatanya 

tak terlihat. Mungkin sangat wajar jika ada pernyataan bahwa positivisme telah 

mengungkung kebebasan manusia sebagai makhluk yang bebas dab bertujuan. 

Sedangkan paradigma non-positivisme cenderung memperlakukan manusia 

yang teramati sebagai subyek. Subyek dijelaskan apa adanya, dianggap memiliki 

orientasi, bertujuan, dan bebas dari kendali peneliti, sehingga hasil penelitian 

berparadigma non-positivisisme akan menghasilkan gambaran kenyataan sosial 

dari sisi subyektif terteliti. Harapannya ialah mampu membahasakan apa yang 

ada dalam kepala subyek sehingga dimengerti khalayak. Paradigma non-

positivisme ini dapat dikatakan sebagai paradigma yang cenderung lebih 

berkemanusiaan (humanism) daripada paradigma positivisme. 

Secara berkelompok, paradigma pemikiran-pemikiran teori organisasi 

tentang kenyataan sosial oleh Burrel dan Morgan (1979) dikutip oleh Triyuwono 

(2012) dipetakan ke dalam empat paradigma, yaitu: the Functionalist Paradigm, 

the Interpretivist Paradigm, the Radical Humanist Paradigm, dan the Radical 

Structuralist Paradigm. Selanjutnya oleh Chua (1986) dikutip oleh Triyuwono 

(2012) bahwa berbeda dengan Burrel dan Morgan, Chua mengelompokkannya 

menjadi tiga paradigma yaitu: the Functionalist (mainstream) Paradigm, the 
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Interpretivist Paradigm, dan the Critical Paradigm. Dalam banyak diskusi 

paradigma ilmu sosial, baik berdasarkan pengelompokan Burrel dan Morgan 

ataupun Chua, paradigma pertama umumnya dikenal sebagai paradigma arus 

utama/mainstream dan disebut juga positivisme.  

Menurut Triyowono (2012) bahwa dikatakan arus utama/mainstream 

karena posisinya yang begitu dominan dibandingkan dengan paradigma yang 

lain. Karena berbeda dengan paradigma positivisme, maka paradigma kedua 

hingga keempat dalam pengelompokan Burrel, Morgan, dan Chua dinamakan 

sebagai paradigma non-positivisme. Keberadaan kedua gugus besar paradigma 

ini membentangkan hamparan bagi penggiat pengetahuan sosial untuk dapat 

menentukan haluan pilihan tentang pendekatan mana yang dianggap sebagai 

paradigma yang benar-benar mampu memandu dalam usaha mendekati 

kebenaran, termasuk dalam kajian-kajian ekonomi. 

Berangkat dari sebuah pemahaman dasar bahwa peneliti meyakini 

sesungguhnya kenyataan ekonomi adalah kenyataan sosial bukan kenyataan 

matematik, memiliki dimensi dan keeratan hubungan dengan sosiologi. Jika 

diturunkan pada gugus ilmu ekonomi, maka saat ini terdapat dua haluan besar 

dalam kelompok ilmu ekonomi, yakni ilmu ekonomi arus utama (mainstream 

economics) dan ilmu ekonomi bukan arus utama (non-mainstreameconomics). 

Paradigma dalam ilmu ekonomi arus utama masih didominasi oleh paradigma 

positivisme yang melakukan analisis ekonomi melalui model-model kuantitatif. 

Sementara ilmu ekonomi bukan arus utama masih bergerak sebagai ilmu 

ekonomi pinggiran, mencari momen politik peradaban ilmu pengetahuan untuk 

memberikan kontribusi menjadi ilmu ekonomi arus utama. Meskipun positivisme 

telah cukup lama menjadi roh ilmu ekonomi arus utama, namun model-model 

kuantitatifnya sering kali gagal untuk menjelaskan (to explain) dan meramalkan 

(to predict) kecenderungan perekonomian.  
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Tidak jarang pula kajian kajian ekonomi mainstream yang pro pertumbuhan 

hanya berpihak pada kepentingan-kepentingan individual birokrat dan pemodal 

dan mengabaikan kepentingan individu-individu mayoritas yang terpinggirkan. 

Kondisi ekonomi yang telah dicapai saat ini mungkin bisa dikatakan sebagai 

buah dari paradigma ilmu ekonomi arus utama tersebut, bagaimana faedahnya 

bagi kelangsungan ummat manusia saat ini terutama di negara sedang 

berkembang tentu kita bisa melihat kondisi ekonominya saat ini yang cenderung 

diwarnai neokolonialisme, hegemoni modal asing, dan sebagainya. Tak bisa 

dipungkiri bahwa tingkat keakuratan dan keandalan model ekonomi yang 

dibangun tersebut merupakan indikator kualitas paradigma tersebut serta patut 

diragukan.  

Perilaku pelaku ekonomin pun sebenarnya memiliki kecenderungan yang 

sama layaknya perilaku manusia dalam perspektif sosiologi non-positivisme. 

Peneliti meyakini bahwa pada dasarnya ekonomi adalah bagian dari sosiologi. 

Dominasi tradisi ekonomi positivisme sejak akhir abad ke-19 telah berhasil 

melakukan pemisahan antara sosiologi dan ekonomi lewat tengara terhadap 

tokoh-tokoh yang sama-sama pemikir sosial menjadi sebagai seorang sosiolog 

dan seorang ekonom, katakanlah Adam Smith sebagai ekonom (yang 

sebenarnya adalah seorang rohaniawan) dan Max Weber sebagai sosiolog. 

3.2.   Prosedur penelitian  

Pada penjelasan bab sebelumnya kiranya telah menggambarkan bahwa 

analisis keterkaitan disiplin ilmu antara ekonomi dan ilmu sosial lainnya, sudah 

seharusnya menjadi pilihan metode analisis dalam menghadapi bermacam 

permasalahan atas dasar hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan 

menggunakan metode kualitatif  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang berusaha memecahkan masalah melalui analisis data-data non-
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numerik. Menurut Marvasti (2004) penelitian kualitatif berusaha memberikan 

deskripsi yang terperinci dan analisis kualitas (atau hakikat) dari pengalaman 

manusia. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih memusatkan perhatiannya 

pada kedalaman makna pengalaman manusia itu sendiri ketimbang pada realitas 

kehidupan yang hanya tampak di permukaan. 

Sementara itu, penelitian ini dilakukan dalam kerangka paradigma 

interpretivis (interpretive paradigm), yaitu suatu paradigma yang berusaha 

memahami gejala sosial sebagaimana adanya. Meskipun demikian, paradigma 

ini berusaha mencari penjelasan dalam area kesadaran dan subjektivitas 

individu, dalam kerangka rujukan si partisipan, bukan menurut sudut pandang si 

pengamat (observer) (Burrell dan Morgan, 1979). Dengan demikian, maka 

menurut paradigma ini unsur subjektivitas tetap diakui keabsahannya sebagai 

unsur yang tak terelakkan dalam penarikan kesimpulan ilmiah. 

Ketika menjawab ketidakpahaman atas sebuah kenyataan penelitian sosial 

cenderung akan menghasilkan pemahaman yang berbeda menurut kaca mata, 

cara pandang atau paradigma yang digunakan. Tingkat keyakinan seorang 

peneliti atas sebuah paradigma menunjukkan bahwa pendekatan tersebut 

merupakan pendekatan yang untuk menyajikan kenyataan sosial. 

Pada arus pengetahuan sosial, terdapat paradigma yang mengangkat 

metode ilmu alam sebagai pendekatan untuk menjelaskan kenyataan sosial, 

yakni  mereka yang merujuki pandangan atau paradigma positivisme. Positivisme 

berasal dari para teoritisi sosial abad kesembilan belas dan awal abad kedua 

puluh, terutama Auguste Comte dan Emile Durkheim. Penganut positivisme ini 

mencari fakta atau sebab musabab gejala sosial dengan tidak 

mempertimbangkan keadaan subyektif individu. 

Juga disarankan oleh Durkheim agar ilmuwan sosial menganggap 

kenyataan sosial atau gejala sosial sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh 
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eksternal dan yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia (Bogdan dan 

Taylor, 1992). Dari sudut pandang metode penelitian, penekanan Durkheim di 

atas menunjukkan bahwa peneliti cenderung interventif dalam memperlakukan 

manusia. Manusia seolah-olah dianggap sebagai makhluk statis, membatasi 

perilakunya melalui asumsi, membatasi kenyataan/realitas lewat variabel, dan 

sebagai konsekuensinya manusia dipandang sebagai obyek, perilakunya 

dimodelkan, dapat dibentuk dan diramalkan, sehingga memberi kemampuan 

kepada peneliti untuk menyusun simpulan deduktif atau generalisasi.  

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Parera (2012) menyatakan bahwa 

dalam kajian sosiologi, yang dikejar oleh sosiolog positivisme adalah hukum-

hukum perkembangan masyarakat yang pada gilirannya dapat dikuasai dan 

diarahkan menurut proyeksi perkembangan seperti model perencanaan di bidang 

sains dan teknologi. 

Sementara dari arus pengetahuan yang berlawanan menyatakan bahwa 

gejala sosial tidak dapat disamakan dengan gejala alam, seperti sains dan 

teknologi. Arus pengetahuan ini merujuk pada paradigma non-positivisme. 

Nonpositivisme memandang manusia sebagai makhluk bebas, memiliki 

keinginan, dan tujuan. Bagi Irwin Deutscher dan Max Weber yang dikutip oleh 

Bogdan dan Taylor (1992) bahwa paradigma ini dapat dilukiskan sebagai 

sesuatu yang bersifat fenomenologis. Perilaku manusia dianggap sebagai 

sebuah tindakan yang memiliki makna, tujuan, atau gagasan dasar. Kenyataan 

atau realitas sosial ada dibalik setiap fenomena tindakan, sesuatu yang tidak 

tampak, berada di dasar pemikiran, yang bersifat noumena. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1992) bahwa kaum fenomenologis mencari pemahaman lewat metode 

kualitatif seperti pengamatan berpartisipasi, wawancara terbuka, dan dokumen 

pribadi.  
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Kenyataannya ilmu sosial atau sosiologi memang berbeda dengan ilmu 

alam. Ilmu alam mempelajari gejala alam, sedangkan sosiologi mempelajari 

gejala sosial yang sarat dengan makna-makna yang diberikan oleh para pelaku 

yang terjalin di dalamnya. Akibat dari cara berpikir demikian, maka metode ilmu 

sosial tidak pernah sama dengan ilmu alam. Ilmu sosial memperhitungkan makna 

yang mengalir di antara para pelaku yang terlibat dalam fenomena sosial. Ini 

adalah hal yang prinsip, sebagaimana dijelaskan Berger dan Kellner bahwa 

“fenomena manusia tidak dapat berbicara dengan sendirinya, melainkan harus 

dimaknai” (Berger dan Kellner dikutip oleh Samuel, 2012).  

Jika diturunkan pada gugus ilmu ekonomi, maka saat ini terdapat dua 

haluan besar dalam kelompok ilmu ekonomi, yakni ilmu ekonomi arus utama 

(mainstream economics) dan ilmu ekonomi bukan arus utama (non-mainstream 

economics). Paradigma dalam ilmu ekonomi arus utama masih didominasi oleh 

paradigma positivisme yang melakukan analisis ekonomi melalui model-model 

kuantitatif. Sementara ilmu ekonomi bukan arus utama masih bergerak sebagai 

ilmu ekonomi pinggiran, mencari momen politik peradaban ilmu pengetahuan 

untuk memberikan kontribusi menjadi ilmu ekonomi arus utama. Meskipun 

positivisme telah cukup lama menjadi roh ilmu ekonomi arus utama, namun 

model-model kuantitatifnya sering kali gagal untuk menjelaskan (to explain) dan 

meramalkan (to predict) kecenderungan perekonomian. Tidak jarang pula kajian 

kajian ekonomi mainstream yang pro pertumbuhan hanya berpihak pada 

kepentingan-kepentingan individual birokrat dan pemodal dan mengabaikan 

kepentingan individu-individu mayoritas yang terpinggirkan. 

Kondisi ekonomi yang telah dicapai saat ini mungkin bisa dikatakan 

sebagai buah dari paradigma ilmu ekonomi arus utama tersebut, bagaimana 

faedahnya bagi kelangsungan ummat manusia saat ini terutama di negara 

sedang berkembang tentu kita bisa melihat kondisi ekonominya saat ini yang 
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cenderung diwarnai neokolonialisme, hegemoni modal asing, dan sebagainya. 

Tak bisa dipungkiri bahwa tingkat keakuratan dan keandalan model ekonomi 

yang dibangun tersebut merupakan indikator kualitas paradigma tersebut serta 

patut diragukan. Paradigma ilmu ekonomi arus utama yang fungsionalis tersebut 

seolah-olah melupakan atau mungkin tidak tahu bahwa perilaku pelaku ekonomi 

pun sebenarnya memiliki kecenderungan yang sama layaknya perilaku manusia 

dalam perspektif sosiologi non-positivisme. Peneliti meyakini bahwa pada 

dasarnya ekonomi adalah bagian dari sosiologi. Dominasi tradisi ekonomi 

positivisme sejak akhir abad ke-19 telah berhasil melakukan pemisahan antara 

sosiologi dan ekonomi lewat tengara terhadap tokoh-tokoh yang sama-sama 

pemikir sosial menjadi sebagai seorang sosiolog dan seorang ekonom, 

katakanlah Adam Smith sebagai ekonom (yang sebenarnya adalah seorang 

rohaniawan) dan Max Weber sebagai sosiolog. 

Menurut Muhammad (2008) bahwa ekonomi arus utama, yang didasari 

oleh falsafah positivisme dan mendewakan kekuatan akal, memiliki dampak pada 

tergusurnya nilai-nilai dan aspek-aspek subyektif seperti nilai etika dan moral 

yang bersifat teologis. Wilayah teologis ini dianggap sebagai sesuatu yang 

terpisah dari ekonomi (sekuler). Etzioni (1992) dan Myrdal (1969) dikutip oleh 

Muhammad (2008) menjelaskan bahwa ekonomi seperti ini pada akhirnya betul-

betul menjadi disiplin ilmu yang bebas nilai (value free). 

Adapun prosedur penelitian yang dilalui mengikuti empat tahapan yang 

disebutkan oleh Moleong (2006), yaitu tahap sebelum ke lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Sebelum 

turun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyiapkan proposal penelitian, 

mengkonsultasikan usul penelitian, dan menyiapkan instrumen pendukung 

penelitian. Setelah itu peneliti akan segera turun ke lapangan. Pada tahap 

pekerjaan lapangan, peneliti akan mewawancarai sejumlah informan yang telah 
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peneliti kenal sebelumnya. Pada tahap inilah sejumlah data yang dibutuhkan 

akan dikumpulkan baik melalui cara wawancara maupun observasi. 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul peneliti akan melakukan 

proses analisis data. Sejumlah data yang terkumpul akan diinterpretasikan 

secara kritis dan mendalam sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. 

Untuk menjamin keakuratan data maka akan dilakukan uji validitas data yang 

dilakukan dengan metode triangulasi. 

Terakhir adalah tahap penulisan laporan. Hasil penelitian akan ditulis 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Selain itu laporan ini juga akan 

dikonsultasikan kepada komisi pembimbing untuk dimintai saran dan masukan 

yang konstruktif. 

3.3.   Unit Analisis dan Penentuan Informan  

3.3.1.  Unit Analisis 

Berdasarkan pada penjelasan pada bab sebelumnya, sekaligus 

memperhatikan kondisi nyata yang ada di lapangan, maka unit analisis pada 

penelitian ini adalah  memahami gejala sosial yang timbul di masyarakat dengan 

kondisi sebagaimana adanya terkait karakter pendorong seseorang menjadi 

Tenaga Kerja Indonesia yang di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar,  

Melalui interaksi antara individu khususnya TKI dengan karakter yang 

menjadi penentu dalam keberangkatan seorang menjadi Tenaga Kerja Indonesia 

maka penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang berarti menentukan 

terlebih dahulu teori baku sebagai dasar analisis dari penelitian. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kekhawatiran saat realitas di lapangan tidak 

sesuai dengan teori yang ada. 

3.3.2. Penentuan Informan 

Berdasarkan pada penulisan sebelumnya telah dijelaskan pada dasarnya 

penelitian ini terpusat pada karakter yang menjadi pendorong seseorang menjadi 
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TKI, dan karakter tersebut berupa karakter sosial-ekonomi yang tumbuh di 

tengah masyarakat (termasuk di dalam nya pihak-pihak secara langsung terlibat 

maupun pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam interaksi tersebut). 

Secara umum populasi dan sampel dalam penelitian ini yang nantinya akan 

menjelaskan terkait kondisi dan fenomena pada saat peneilitan berlangsung. 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan 

hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke 

tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial 

pada kasus yang dipelajari. Sampel di dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan 

responden tetapi sebagai narasumber atau informan penelitian. Sampel dalam 

penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik melainkan sampel teoritis 

karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel 

dalam penelitian kualitatif juga dapat disebut sampel konstruktif karena dengan 

sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih 

belum jelas. 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu yang 

dapat berupa kondisi perilaku masyarakat dalam hal ini adalah fenomena TKI, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu 

tentang situasi sosial trsebut. Penentuan sumber data pada orang yang 

diwawancarai dilakukan secara purposive dan menggunakan snowball sampling 

yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan 

digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara 

random, pengambilan penelitian purposive dilakukan dengan mengambil orang-

orang yang terpilih dengan cirri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. 

Sampling purposive merupakan sampling yang di pilih dengan cermat hingga 

relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu 
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terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi, dengan demikian diusahakan 

agar sampel itu memiliki cirri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat 

dianggap cukup representatif dimana strata suatu obyek harus mewakili 

bergantung pada penelitian atau pertimbangan penelitian sehingga seorang 

peneliti akan menentukan siapa yang dianggap representative dari setiap 

kelompok sampel tersebut. Selain itu pendekatan purposive sampling yang lazim 

digunakan pada saat menentukan sampel dan populasi menarik informan yang 

memiliki sifat daerah kunci, dimana informan atau situasi  dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan, pendekatan ini di aplikasikan dengan menentukan 

kriteria dan jumlah informan, atau siapa nantinya yang diangkat menjadi anggota 

sampel. 

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan 

karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu 

memberikan data yag lengkap maka mencari orang lain lagi yang dapat 

digunakan sebagai sumber data. 

Menurut Sanafiah Faisal (1990) menyatakan bahwa sampel sebagai 

sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut. 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi 

sehingga situasi itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang memunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasnnya” 

sendiri. 
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5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga 

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, informan yang dituju dalam proses 

pengambilan data penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informan pertama, mantan pelaku migrasi internasional (TKI) yaitu 

seseorang yang pernah bekerja di luar negeri dan pada saat penelitian 

berlangsung sedang berada di lokasi penelitian, keluarganya, yang mampu 

memberikan informasi data terkait persepsi, sikap dan tindakannya ketika 

berhadapan dengan lingkungan dalam menetapkan keputusan-keputusan 

dalam kaitannya mengungkap pertimbangan karakter sosial- ekonomi 

sebagai pendorongan menjadi TKI. 

2. Pihak-pihak lain yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait data 

sebagai uji validitas data, yang secara langsung ataupun tidak secara 

langsung terlibat dalam keputusan pertimbangan karakter sosial- ekonomi 

sebagai pendorongan menjadi TKI. Antara lain pihak aparat desa, 

kecamatan atau hal-hal lain yang mungkin bisa diperoleh dari perjalanan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut, dan kriteria serta penjelasan terkait penarikan 

informan serta siapa saya yang mewakili dalam hal penentuan informan 

penunjang subjek dalam penelitian ini, maka dapat di paparkan pada tabel 

berikut : 
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Tabel 3.1 
Penentuan Informan Penelitian 

 

No Nama Alamat Keterangan 
Kota/Negara 

Tujuan 
Lama 
Bekerja 

1 Indah 

Dsn. Gunung 
Sari Desa 
Sidomulyo-
Blitar 

Mantan TKI Hongkong 
2011 
sampai 
2014 

2 
Syukur 
Triono 

Jl. Arcanaga 
 Ds. Poh Gajih-
Blitar 

Mantan TKI Malaysia 

2003 
sampai 
2008 dan 
2010 
sampai 
2013 

3 Kusrini 
Dsn. Buneng 
no.23 Desa 
Boro-Blitar 

Mantan TKI Taiwan 

1999 
sampai 
2001 dan 
2001 
sampai 
2004 

4 
Linda Tatik 
Srianingsih 

Ds.Darungan  
RT.06 RW.02- 
Blitar 

Mantan TKI Hongkong 
2001 
sampai 
2004 

5 Sri 

Desa 
Sukosewu  
RT01 RW.07 
Gandung Sari-
Blitar 

PJTKI 
(PT.ASA 
JAYA) 

- - 

6 Ali 

Kelurahan 
Selorejo-
Kecamatan 
Selorejo 

Lurah 
Selorejo 

- - 

7 
Muhammad 
Jamhari 

Kecamatan 
Selorejo 

Pejabat 
Kecamatan 
Selorejo 

- - 

Sumber : Data Diolah 2015 

Pada suatu penelitian terdapat informan kunci dan informan pendukung. 

Adapun informan-informan kunci dalam penelitian ini adalah adalah TKI. TKI 

yang menjadi informan antara lain adalah: Indah, Syukur Triono, Kusrini, dan 

Linda Tatik Srianingsih. Sedangkan sebagai informan pendukung bernama Sri 

yang merupakan informan dari PJTKI ASA JAYA, kemudian Ali adalah informan 
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Kelurahan Selorejo dan Muhammad Jamhari adalah informan dari Kecamatan 

Selorejo. 

Untuk penelitian ini ketujuh informan memilki proporsi peran yang sama, 

dimana keseluruhan informan akan berguna pada saat uji validitas data, dengan 

uji triangulasi data. 

3.4.   Data dan Sumber Data 

Data terbagi atas dua macam, yaitu data primer (primary data) dan data 

sekunder (secondary data). Data primer adalah data yang dikumpulkan secara 

langsung dari lapangan. Data ini bisa bersumber dari observasi, partisipasi, 

pengukuran (langsung di lapangan), serta hasil dari interogasi atau wawancara. 

Sedangkan data sekunder adalah berbagai data tertulis yang merekam atau 

menginterpretasikan berbagai data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti 

lain, lembaga/organisasi lain atau badan-badan pemerintah (Walliman, 2006). 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari 

lapangan. Sumber data tersebut adalah para pelaku migrasi internasional (TKI) 

yaitu seseorang yang pernah bekerja di luar negeri dan pada saat penelitian 

berlangsung sedang berada di lokasi penelitian. 

3.5.   Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menekankan kepada proses dan bukan kepada 

hasil, data yang diambil sebagai bahan penelitian untuk menganalisis dilakukan 

dengan mengikuti  proses menetapkan keputusan menjadi TKI, yang nantinya 

secara garis besar membagi menjadi dua karakter yaitu karakter sosial dan 

ekonomi, secara spesifik data yang dipakai adalah data yang tampak dari dalam 

manusia, persepsi, midset, sikap, kepercayaan.yang dimaksud sebagai proses 

mendalami  informasi serta pemahaman persepsi konteks dari pihak yang diteliti, 

karena itu pengambilan data dilakukan dengan menggunakan rancangan yang 

fleksibel agar memperoleh informasi yang diinginkan.  
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Untuk memperoleh data primer, sebagai tahap awal, peneliti datang ke 

Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar sebagai situs penelitian sehingga peneliti 

dapat mengamati keadaan dan situasi di lokasi tersebut. Hal ini dapat membantu 

untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai pola laku masyarakat. 

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memperoleh informasi tidak hanya dari 

masyarakat yang berkaitan dengan subyek penelitian, tetapi dari sudut pandang 

luar, yang masih berhubungan dengan penelitian, sebagai bentuk dari validasi 

data yang di terangkan melalui tahapan wawancara. 

Tahapan kedua, melalui proses wawancara mendalam dan observasi 

langsung di lapangan. Wawancara mendalam (indeph interview) dijadikan 

sebagai teknik utama pengumpulan data melalui pertanyaan terstruktur. 

Wawancara akan terus dilakukan hingga informasi bersifat jenuh. Artinya tak ada 

informasi baru yang disampaikan oleh informan terakhir. Sedangkan observasi 

atau pengamatan merupakan teknik pendukung dalam pengumpulan data. 

Tahap yang ketiga adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait. 

Dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung hasil penelitian. Dokumen 

dapat berupa realita karakter yang menjadi alasan seorang menjadi TKI, aktivitas 

orang miskin, dan sebagainya. Tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu 

melakukan validitas dengan melakukan akurasi data yang di hasilkan dalam 

proses observasi, hingga peneliti berhadapan langsung dengan informan dan 

melakukan wawancara. Dengan    

3.6. Uji Validitas 

Untuk mengecek keakuratan data, peneliti menggunakan metode 

triangulasi. Menurut Denzin (1970, dalam Marvasti, 2004), tujuan metode 

triangulasi adalah untuk meningkatkan validitas penemuan melalui pengumpulan 

data dari banyak perspektif. Dengan cara ini maka kesimpulan yang diambil 

didasarkan pada data-data yang dapat diuji kebenarannya. 
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Menurut Sugiyono (2008) triangulasi merupakan metode pengujian 

kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. 

1). Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber untuk mengkaji kreadibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dalam 

penelitian ini sumber data melalui, TKI, PJTKI dan tokoh masyarakat setempat. 

Data dari ketiga sumber tersebut tidak dapat di rata-rata seperti penelitian 

kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, 

lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan tiga 

teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar.  

2). Triangulasi Teknik. 

Triangulasi teknik untuk mengkaji kreadibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data dari wawancara di cek dengan hasil data dari observasi, 

dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. Atau semuanya benar , karena 

sudut pandang yang berbeda. 

3). Triangulasi Waktu. 

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data, data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid 
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sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreadibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang sehingga 

ditemukan kepastian data.  

3.7.   Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meminjam model 

analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), di mana kegiatan 

analisis data dibagi sebanyak tiga tahap, yaitu: tahap reduksi data, tahap 

penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi. Alasan 

penggunaan model ini adalah karena sifatnya yang sangat sistematis dan detail 

dalam menjabarkan proses analisis data dari tahap awal hingga tahap akhir. 

Menurut Miles dan Huberman (1994) tahap reduksi data terdiri dari 

sembilan langkah. Pertama, adalah membuat ringkasan informasi pertemuan 

antara peneliti dan informan di lapangan (contact summary sheet). Kedua, 

membuat kode dan pengkodean data (codes and coding). Ketiga, membuat 

pengkodean pola (pattern coding) dalam bentuk pembuatan catatan objektif 

sekaligus klasifikasinya, di mana jawaban atau situasi dicatat sebagaimana 

adanya. Keempat, mencatat apa yang dipikirkan oleh peneliti mengenai catatan 

objektif di atas (memoing).  

Kelima, membuat catatan pertemuan analisis kasus (case analysis 

meeting). Meskipun langkah ini biasanya digunakan untuk proyek penelitian yang 

melibatkan banyak peneliti, namun ia juga bisa digunakan untuk kegiatan 

penelitian yang dilakukan oleh individu. Intinya adalah seorang peneliti 

melakukan analisis kasus untuk mengoreksi kesan-kesan yang keliru pada tahap 

yang sebelumnya dan membuat generalisasi deskriptif serta kesimpulan awal. 
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Keenam, membuat rangkuman kasus sementara (interim case summary), 

yaitu suatu catatan sementara yang memberikan sintesis mengenai apa yang 

diketahui oleh peneliti dan menyatakan sesuatu yang mungkin masih bisa 

ditemukan. Ketujuh, membuat vignette, yaitu deskripsi terfokus dari serial 

kejadian yang dianggap representatif, khas, atau simbolik dari kasus yang 

sedang diteliti. Kedelapan, membuat outline terstruktur yang membantu kita 

dalam mentahapkan analisis data, termasuk dalam pengumpulan data. 

Kesembilan, melakukan analisis secara berurutan (sequential analysis).  

Pada tahap penyajian data, Miles dan Huberman (1994) memberikan 

sembilan model penyajian data yang berbentuk matriks, gambar atau grafik. 

Model-model ini tidak dimaksudkan untuk ditiru sepenuhnya oleh para pelaku 

penelitian kualitatif, tetapi untuk menumbuhkan kreativitas dalam membuat model 

penyajian data sendiri. Karena penelitian ini ingin mengkaji tentang alasan-

alasan TKI bekerja di luar negeri maka peneliti menggunakan model matriks efek 

atau pengaruh yang mampu menggambarkan berbagai alasan tersebut secara 

figuratif. 

Tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang 

ditarik harus berdasarkan pada data-data yang akurat dan bermakna. Pada 

tahap reduksi data, peneliti sebenarnya telah mulai menarik kesimpulan 

sementara. Meskipun demikian, kesimpulan itu dapat berubah sesuai dengan 

temuan-temuan baru atau hasil verifikasi data yang ditemukan di lapangan. 

Kesimpulan yang ditarik diharapkan bersifat original, dalam arti dapat 

menemukan sesuatu yang masih belum diketahui sebelumnya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELOREJO 

 

4.1.   Gambaran Umum Kecamatan Selorejo  

Kecamatan Selorejo merupakan satu dari dua puluh dua Kecamatan yang 

membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Berada di wilayah 

Kabupaten Blitar di sebelah timur yang berbatasan wilayah dengan Kabupaten 

Malang. Berada di sebelah utara sungai Brantas yang membelah Kabupaten 

Blitar menjadi dua bagian. Bagian utara cendrung mempunyai struktur tanah 

yang lebih subur dari bagian selatan.  

Adapula batas Kecamatan Selorejo adalah sebagai berikut, di sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Kesamben, sebelah utara berbatasan 

dengan Kecaamatan Doko, sebelaah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Malang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecaamatan Kesamben dan 

Kabupaten Malang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1 

Gambar 4.1 
Peta Kecamatan Selorejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Kecamatan Selorejo Dalam Angka 2012 
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